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ABSTRACT

DYNAMICS OF THE CANCELLATION OF NATIONAL SHARIA
ARBITRATION’S DECISIONS (BASYARNAS) AFTER THE ENACTMENT
OF LAW NQO. 3 OF 2006
(A Study on Article 49 of Law No. 3 of 2006)

Ahmad Nurozi
NIM :11913030

The development of sharia economy in Indonesia is not supported by
adequate legal tools. As a result, disputes often arising between parties cannot be
resolved by both litigation and non-litigation even though the legal policy has been
enacted in Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on religious
courts that governs and broadens_the absolute competence of religious courts in
sharia economic matters.

The purpose of the study Avas to identifythe dynamics of the cancellation of
national sharia arbitration’s decisions{BASYARNAS) after the enactment of Law
No. 3 of 2006.

The research method used) th&Wpoimativ¢=sociological approach with Article
49 of Law No. 3 of 2006 on thé authbrily of yeligious courts in resolving sharia
economic disputes and several cofrespondihg laws as the research subject.

The primary, secondary ‘and-teftiary datawere obtained through the study of
documents using content anal§sis’| with“thel Tesearcher himself as the research
instrument.

The results of this study show that there are dvnamics in the process of
cancellation of the national shara arbitrationsylecisiofs (BASYARNAS) after the
enactment of Law No. 3 of 2006. There had been a reduction in the role of religious
courds 1o resolve disputes thrdugl di-bitragfeyr, avhigh is the authority to execute the
decisions of BASYARNAS. The=aferenfentioned role had been taken over by the
district courts, particularly in terms of concellationof, BASYARNAS’s decisions. [n
addition, the legal basis fforthe distrigt/counts o #€8eivé-and examine the request to
cancel BASYARNAS’s decisions is contrary to the theory of law formation as
stipulated in the laws and regulations dated 12 August 2011.

Furthermore, one of the references of Indonesian legal system is the principle
of lex posteriori deroga: legi priori. Therefore, Law number 30 of 1999 on
arbitration and dispute alternative resolution particularly Article 72 Paragraph (2) is
no longer valid after the enactment of Law No. 3 of 2006.

Keywords: Sharia economy, arbitration, cancellation, religious courts
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ABSTRAK

DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH
NASIONAL (BASYARNAS) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Ahmad Nurozi
NIM : 11913030

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia tidak diimbangi dengan perangkat
hukum yang memadai. Akibatnya tidak jarang muncul sengketa antar pihak yang tidak
dapat terselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi, meskipun politik hukumnya
telah diundangkan dalam Undang-ldtidang Nomor 3\Tahun 2006 Tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun| 4989 Tentang Petadilan Agama yang mengatur dan
memperluas kompetensi absolut Befadilap@gama dj bidang ekonomi syari’ah.

Tujuan penelitian adalall juntuk’ mengetahui Dinamika Pembatalan Putusan
Badan Arbitrase Syari’ah Nasional{BASY¥ARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006.

Metode  penelitian  yagg  dighnakad’| adalah  melalui  pendekatan
normatif-sosiologis dengan subjel? penelitian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang kewenangan-Pengadilan(Agama dalam menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah dan beberapa perdwan’pérundangdn sebagaimana pokok masalah.

Sumber data primer, sekunder dan tertier diperoleh melalui studi dokumen -
menggunakan konten analisis,dengansnstsumengpenelitian adalahspeneliti itu sendiri.

Hasil penelitiap [inNmenunjukkan™a@danyd dinamikaddalain proses pembatalan
putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahutn=2006, yaitu jtelah terjadi reduksi terhadap peran
Peradilan Agama dalam penyelesaian sehgketa melalui arbitrase yaitu kewenangan
untuk melaksanakan putusany BASVARNAS dimapaeperan, tersebut telah diambil alih
oleh Pengadilan Negeri khustisnya techadap“pembatalan putusan BASYARNAS. Selain
itu dasar hukum Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan
putusan BASYARNAS bertentangan dengan teori pembentukan hukum sebagaimana
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada 12 Agustus 2011,

Apalagi sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya mengacu pada asas
lex posteriori derogat legi priori. Maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 72 ayat (2)
tidak berlaku lagi setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata Kunci: Fkonomi Syariah, Arbitrase, Pembaialan, Peradiian Agama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal

22 Januari 1988.

L Konsonan Tunggal
HURUF ARAB | NAMA HURUF ELATIN NAMA
1 Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilamibanpkan

- Ba : b -

= Ta7 [ -

& Sa’ $ s {(dengan titik di atas)

z Jin J -

z Ha: I h (dengan titik di

‘ bawah)

& Kha’ Jeh -

> Dal d

3 Zal z z (dengan titik di atas)

3 R&’ r -

3 a’ z -

N Sin s -

g Syin sy -

o Sad s s (dengan titik di
bawah)

2 i, d d (dengan titik di

Dad bawah)

15 Ta* t t (dengan titik di
bawah)

b 75 z z (dengan titik di
bawah)

¢ ‘Ain ‘ koma terbalik ke atas

¢ Gain g -

xii



<& Fa’ I -
é Qaf q -
8 Kaf k -
J Lam ! R
¢ MIm m -
o Nin 1 -
3 Ha’ W -
. Wiwu h -
. Hamzah ‘ apostrof
¢ Ya’ ¥y _

II. Konsonan Rangkap karena Syaddali‘ditulis rangkap

Fadmzs Ditulis Muta addidah
RTS Ditwiis ‘iddah
III. Ta’Marbutah diakhir kata
a. Bila dimatikan tulis A
. Dirtulis hikmah
iy Ditulis Szyah

(Ketentuan ini tidak dipetlukan, bileskataKata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indenesiamscpeitipzakatmshataty dan sebagainva, kecuali bila

dikehendaki lafal asliny&).

b. Bila ta’ marbiitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan /.

e gt Aat S

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢,

e 315

Ditulis

Zakat al-fitr
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IV. Vokal Pendek

L Jathah Ditulis a
T kasrah Ditulis i
——_— dammah Ditulis u
V. Vokal Panjang
I. Fathah + alif Ditulis a
idat Ditulis Jjahiliyah
2. Fathah + ya’ mati Ditulis i
P Bitulis tansd
3. Kasrah + wawu Ditulis I
oS Ditulis kartm
4, dommah + wésru Pitulis o
Ty Ditulis Surad
VI. Vokal Rangkap
I Futhah + ya' mati Ditulis ai
p-'<;:.-! D tulis baincakim
2. Fathah + 1 venvvu matl Ditulis au
Jg Ditlis genitl

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostrof
o5t Ditulis a’antum
st Ditulis u 'iddat
o S o Ditulis la’in syakartum

VIIIL Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila ditkuti huruf Qamariyyah

o &)

Ditulis

al-Qur’ an

Xiv



] Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / {(el)-nya.

PIPm | Ditulis as-Sama’

i Ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

2o 893 Ditulis zawi al-furid

i s Ditalis ahl as-Sunnah
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BABI

’ENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa
Indonesia dalam fiee market dan free competition. Dengan adanya five
marker  dan  free comperition serta untuk memperlancar  dan
menyehatkannya, makd bangsa/augsa di dunia menyusun multi national
agreement dengan tujyan mefujudkanekonomi yang mampu mendukung
perkembangan perdagangamguttesnasional yang bebas. Dengan adanya
perkembangan kegiatay ekonomi dan| bisnis, maka tidak mungkin
dihindari terjadinya sengkéta) fe/iSpuie) antar pihak yang terlibat. Adanya
sengketa ini berimbas pada pembangunan ekonomi vang tidak efisien,
penurunait=produkiifitas, Keémandulan dunia”bisnis dan biava produksi
yang meningkat' bahkan dapat’ iiempengaruhi baik-buruknya hubungan
para pihak dan “betbagai_aspeRN[aifhyatenpa-terkecuali dalam bidang
bisnis ekonomi syari’ah.

Perekonomian berbasis syari’ah harus diakui telah mengalami
perkembangan pesat dan menggembirakan. Sejak Bank Mu’amalat

Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992,

" Suyud Margono sebagaimana dikutip Frans Hendra Winarta dalam Hukwm
Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), Edisi II, hlm. 1, Lebih lanjut ia mengungkapkan pada akhir tahun 1990-an Indonesia
merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan pesat di bidang ekonomi dilatar
belakangi oleh kekayaan sumber daya alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan iklim yang
sesuai untuk perkebunan, serta tersedia banyak angkatan kerja.



pertumbuhan perbankan syari’ah meningkat tajam. Dari satu bank umum
syari’ah dan 78 Bank Perkreditan Rayat Syari’ah (BPRS) pada 1998
menjadi tiga bank umum syari’ah dan 17 bank umum yang membuka unit
usaha syari’ah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu,dan
136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir 2005.?

Meskipun mengalami perkembangan pesat tidak berarti dalam
ekonomi syari’ah tidak terdapat masalah atau sengketa vang bersumber
dari cacatnya suatu perjargiansyang dibuat oleh para pihak. Untuk itu
perlu didukung dengan bérbagai perangkat hukum dan peraturan
perundang-undangan |bagiNgbembdaga~ Keuangan Syari’ah (LKS) di
Indonesia. Hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS
dengan nasabah vang-didasatkan)pada keinginan untuk menegakkan
sistem syari ah karena pada dasarnva setiap kontrak yang dibuat oleh para
pihak hart§ dapat dilaksandKan dengan suKarela atat iktikad baik. Dalam
hal ini kontrak disebfiefuga=akad wravperjanjian yaitu bertemunya ijub
vang diberikan oleh salah satupilfak deneganfiagdu! yang diberikan oleh
pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat
pada ob}-'ek11ya.3

Untuk mengantisipasi sengketa ekonomi syari’ah yang terjadi di

LKS, maka tidak dapat mengandatkan instansi peradilan umum apabila

> Muhaemin. "Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengkeia Ekonomi Syari'ah”,dikutip
dari htip:/Awww.republika.co.id, diakses tanggal 17 Maret 2013, sebagaimana dikutip Rahmani
Timorita Yulianti, “Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan
Badan Arbitrase Syari‘ah).” A/-Menwvarid, XVII, hlm. 533, kolom 2.

3 ibid
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benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah. Karena dasar-dasar hukum
penyelesaian perkara yang berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sengketa
dibidang ekonomi syari’ah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Mu’amalat
Indonesia (BAMUTI) vang kini namanva diubah dengan nama Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara
bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama
Indonesia.”

Pada prinsipnya—dalaii’ hukuntperdata orang yang bersengketa
tidak harus menyelesaikKannya,kegpengadilan tapi bisa melalui lembaga
non peradilan yang disebut jalurfmediast; konsiliasi dan arbitrase.

Berkaitan dengan -penyelesaran Sengketa di luar pengadilan, telah
ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok ~Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nom®e=30=Falftii 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyvelesaian Sengleta,) erbnka™efitingKinantpara pihak menyelesatkan
sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigast),
seperti arbitrase atau perdamaian (istah).”

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan di Indonesia telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

* Muhammad Svafi’i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakiik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), hlm. 2i4.

* Karnaen Perwataatmaja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, sebagaimana
dikutip Suhartono “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Indonesia”, dikutip
dariftp /e baditug. nerdata/ ARTIKEL/EKONOMI%20SY ARI"AH/PARADIGMA%Z0PEN
YELESAIAN%Z0SENGKETA%20PERBANKANY20SYARLpdf pada hari Rabu tanggal 10
April 2013 jam 12.28 WIB.
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dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Badan tersebut adalah yang
berdasarkan syari'ah disebut dengan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
(BASYARNAS). Kompetensi BASYARNAS menyelesaikan sengketa
berbasis pada sengketa LKS. Dengan demikian secara prinsip
BASYARNAS merupakan Badan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS). Akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan putusan
terdapat persoalan, Xaitug kewenangan pelaksanaan putusan  atau
pembatalan putusan BASYARNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 39
Undang-Undang Republik [ndonesia Noémor 30 Tahun 1999,

Ketentuan Pasal4ersebutl telah menganulir kewenangan Pengadilan
Agama berdasarkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, jo Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
jo Undang=Undang Nomor=30 Tahufir 2009, Sebab Berdasarkan Undang-
Undang tersebut Pergadilan. Agama Mnemiliki kewenangan eksekusi.
Dalam teori [ekSekusi) fang| dilakwkam=Badan, Peradilan tidak hanya
terhadap putusan BASYARNAS itu sendiri akan tetapi juga dapat
mengeksekusi putusan di luar Badan Peradilan (Badan Arbitrase dan
Grose Akte).

BASYARNAS merupakan Badan Arbitrase Syari’ah yang
menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syari’ah, akan tetapi untuk

cksekusi atau pembatalan putusan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.



Upaya yang telah dilaknkan oleh Mahkamah Agung adalah
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah yang
intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan
pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Svari’ah (BASYARNAS).

SEMA ini bagi sebagian ahli hukum beraliran positifisme menjadi
aneh, sebab Undang-Undang dianalisis oleh peraturan di bawahnya yaitu
SEMA. Dengan demikian SEMA mersebut dinyatakan tidak berlaku lagi
dengan terbitnya SEMA-Nomér 08, Talton 2010 tentang Penegasan Tidak
Berlakunya Surat Edaran Wilahkapniah<Agung Nomor 08 Tahun 2008
Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari‘ah.

Dart latar belakang |tersebupl-penelitian penulis menjadi sangat
relevan. Untuk itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Temang™ Arbitfase dan™ Alternatif PefiVelesaian Sengketa
(APS), kewenangan méngenai=-pétmelionanipembatalan putusan Arbitrase,
pendaftaran putusan ArBifrask (il efsektsi paksa yang harus diajukan ke
Pengadilan Negel;i telah menimbulkan ambiguitas dan kevakuman hukum
bahkan pengebirian kewenangan Pengadilan Agama terhadap segala
kewenangan yang telah dimilikinya sesuai dengan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006. Padahal BASYARNAS adalah lembaga



arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

19996

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¢ Salah satu contoh kasusiiyd adalahfperbuataf- melawan hukum antara PT. Atriumasta
Sakti dengan Bank Syari’ah Mandie. Pdda tahuh, 2009, Bank Syari'ah Mandiri mengajukan
permohonan pembatalan putusan Badan(SyariahgNasional (BASYARNAS) Nomor 16/Talun
2008/BASYARNAS/Ka.Jak ke Pengadila Agaima Jakarta Pusat berkaitan dengan putusan
wanprestasi dan pembatalan akad Pemtbiavaan Murabaliah. Dalam kasus tersebut PT. Atriumasta
Sakti menyatakan Bank Syari’ah Mamndiri telali melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan
pembayaran tahap kedua dan menydtakan pefjanfian batalldemi hukum karena perjanjian tersebut
tidak sesuai dengan prinsip svari’ah:Permasalahan ipidiajukan kepada BASYARNAS oleh PT.
Atriumasta Sakti vang membuahiin hastl putusan BASYARNAS Nomor
16/2008/Basyarnas/Ka.Jak vang menvatakan bahwa Bank Svari‘ak Mandiri telah melakukan
wanprestasi dengan tidak mencairkan pembayaran tahap kedua dan menvatakan perjanjian tersebut
batal demi hukum. Kerju@lign! Bapk Sy b andE @itk wfpentbatalan putusan Basyarnas
tersebut kepada Pengadilan AgamaMakakia-Lusat Safigsmenunjukd fida femntohon | (Basyarnas) dan
termohon II (PT. Atriumasta Sakti) dengan hasil putusan bahwa putusan Basvarnas dilakukan
dengan adanya tipu muslihat yang dilaklikan oléf\salah satu pihak atas kasus terkait dan sesuai
dengan Pasal 70 ¢ Undang-Undang ‘Republike ihdonesta Momor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), putusan tersebut harus dibatalkan. Kemudian Bank
Syari'ah  Mandiri® tidak | dapat | dingdtakah| Wanprestasi=atas pélaksanaan akad pembiayaan
murabahah Nomor 33/2005 yang diffyataledn batal demihukint dalant putusan yang sama.

PT. Awiumasta Sakti dan Basyarnas kemudian mengajukan banding ke Mahkamah
Agung (MA) melawan Bank Syari’ah Mandiri yang telah mengajukan pembatalah putusan
Basyarnas sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/PAJP. Pokok dari
banding yang diajukan adalah mengenai yurisdiksi Pengadilan Agama Jakaria Pusat untuk
membatalkan putusan Basyarnas dan mengenai pertimbangan mengenai tipu muslihat dalam
pengambilan putusan Basyarnas yang membuahkan hasil putusan MA Nomor 387K/Pdt.Sus/2010
tentang perkara perbuatan melawan hukum. Ruth Anne Fitricia, Analisis Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik [ndonesia No. 387K/PDT.SUS/2010 Tentang Perkara Perbuatan
Melawan Hukum Antara PT. Atriumasta Sakti Dengan Bank Syari’ah Mandiri, sebagaimana
dikutip  dari http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/12/analisis-terhadap-putusan-mahkamah-agung-
republik-indonesia-no-387kpdt-sus2010-tentang-perkara-perbuatan-melawan-hukum-antara-pt-
atriumasta-sakti-dengan-bank-syariah-mandiri/ pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, jam
22.27 WIB. Lihat juga Mohammad Saleh, Permohonan Pembatalan Putusan Basyarnas {Badan
Arbitrase Syariah Nasional) dalam http://pt-
bandung.go.id/uploads/10_PERMOHONAN%20PEMBATALAN%2CPUTUSANY%20BASYAR
NAS%200leh%20DR_H _%20Mohamm(l).rtf, pada hari Selasa, tanggal 7 Okiober 2014, jam
21.00 WIB.



(W3]

Bagaimana peran Pengadilan Negeri terhadap pembatalan
putusan BASYARNAS?

Apa yang menjadi dasar/alasan hakim Pengadilan Negeri
menerima dan memeriksa permchonan pembatalan putusan
BASYARNAS ?

Bagaimana mengatasi perbedaan dasar hukum untuk menerima
permohonan pembatalan putusan BASYARNAS?

Bagaimana politilchiktin BASYARNAS dalam tata hukum

nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pénelitian-tgntang) Dinamika Pembatalan Putusan

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunva

Undang-Uldlang Nomor 3 Tahun 2006. (Studi Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006) adal ahe-sebagai berkut:

L.

3]

L)

Untuk mengetahui/bagaiiiaia [jeran Lehgadilan Negeri terhadap
pembatalan putusan BASYARNAS,

Untuk mengetahut apa yang menjadi dasar/alasan hakim
Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan
pembatalan putusan BASYARNAS.

Untuk mengetahut bagaimana mengatasi dinamika perbedaan
dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan

BASYARNAS.



4. Untuk mengetahui politik hukum BASYARNAS dalam tata

hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian
Harapan dari penelitian tentang Dinamika Penyelesaian Putusan
Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. (Studi Pasal49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006) ipi-adatalrsebagai berikut:
1. Sebagai sumbangandpemikiran khazanah intelektual dalam

bidang hukunrdanifinkam Islam.

2. Sebagi upayasmemberikan pehgetahuan bagi masyarakat bahwa
Pengadilan Agama nemiliki fompetensi untuk menerima dan
memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.

3. \Sgbagal | updyalanemperjedas| dan fmempertegas kewenangan

Pengadilan’ Azama dalam /melaksanakan putusan pembatalan
puidsin BASYARNAS.
4. Sebagai upaya mempertegas politik hukum BASYARNAS

dalam tata hukum Indonesia.

E. Telaah Pustaka
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, persoalan
kewenangan baru Peradilan Agama masih saja belum tuntas. Atas dasar itu

pula muncul beberapa literatur atau hasil penelitian yang mengangkat



tentang fenomena hukum tersebut terutama yang menyangkut masalah
Arbitrase. Pada dasarnya Arbitrase merupakan solusi lembaga yang dapat
menangani sengketa khususnya ekonomi dengan sangat efisien dan sama-
sama menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana
beberapa penclitian dan kajian-kajian mengenai keberadaan lembaga
perdamatian (fahkim) non litigasi tersebut.

Cicut Sutiarso dalam bukunya berjudul Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Dalam Sengly€ta Bisnjs jmen@ungkapkan putusan arbitrase yang
berstfat final, berkekuatan ghukum ctetap dan mengikat para pihak
merupakan wujud pelayanan htlkum Bagi pencari keadilan vang sesuai
dengan asas peradilan Zang baik di antaranya asas pemeriksaan cepat,
sederhana dan biayva rimean/ NMenurutaya. untuk memenuhi maksud sitat
terakhir dan mengikat dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang
berkeadilan® putusan “arbitrase  harlis” dapat “dilakSafiakan tanpa syarat
meskipun ada pihakegangkdlaly nntk menunda atau menghindari
pelaksanaan puttisan. Pufusan fimaldan telah nicmpunyai kekuatan hukum
tetap, pemohon eksekusi harus diberi jaminan bahwa putusan arbitrase
yang telah dimenangkannya dapat segera dilaksanakan sesuai tahap-tahap
yvang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga arti hakiki dari
sebuah putusan dapat benar-benar dinikmati pihak yang menang apabila
putusan itu dapat dilaksanakan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biava
ringan belumlah cukup apabila diartikan pemeriksaannya berlangsung

cepat, akan tetapi mengandung maksud bahwa cepat penyelesaiannya



tanpa mengurangi ketelitian sampai dengan pelaksanaan putusan,
sederhana tidak berbelit-belit biayanya terjangkau oleh para pihak.7

Arbitrase bukan lembaga litigasi resmi yang mempunyai perangkat
personalia sekomplit seperti pengadilan yang juga disebut lembaga
pemutus perkara swasta vang tidak mempunyvai perangkat pelaksana
putusan dan tidak pula mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
putusan, namun semestinya tidak bias lagi dibedakan dengan lembaga
litigasi pengadilan dalapf hal pelaksanaaiputusan.®

Pendaftaran putusan yahg dinyatakan bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap;; domg.engikat | para pihak hanyvalah bersifat
administratif. Artinya| Z&alaupun, arbiter atau majelis arbitrase lalai
mendaftar putusan ke Pengadilan’|N¢geti, maka akibat hukumnya bukan
langsung tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi ada alasan pembetulan
dengan mémerintahkan sé®era melakukan pendaftardi demu pelaksanaan
putusan. Selama masth"ada=attgeapan/ perbedaan dalam pelaksanaan
putusan, maka putdsan arbitrasc belem grempunyai kekuatan hukum tetap
vang berarti bertentangan dengan bunyi aturan hukum tentang sifat
putusan arbitrase.”

Dalam kenyataan putusan arbitrase yang masih harus didaftarkan

ke pengadilan, dan putusan arbitrase internasional yang harus dimohonkan

7 Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putnsan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2011), him. 197,

8 Ibid, hlm. 199.
® tbid. Menurut Cicut Sutiarso sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60 Undang-Undang

Nonior 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan inempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak., Sesuai dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan, putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat langsung dilaksanakan ranpa syarat.
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eksekuatur telah memberikan bukti bahwa ternyata hukum tentang
arbitrase masih memberikan celah-celah terjadinya konflik yang
berkepanjangan. Satu di antara penyebabnya antara lain karena Undang-
Undang Arbitrase menganut standar ganda dalam memberlakukan putusan
arbitrase, di satu sisi putusan arbitrase nasional dikatakan mempunyai sifat
final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak, akan
tetapi sisi yang lain untuk melaksanakan putusan tersebut Undang-Undang
menentukan menentukafi syaraf, daftat\ dengan ancaman sanksi bahwa
putusan tidak dapat |dilaksadakan bia syarat yang ditentukan tidak
dipenuhi dan lebih lanjuf pihakyang/tidak puas masih diberikan hak upaya
mengajukan pembatalarZputusan dan perlawanan eksekusi.'®

Sifat putusan tersebiif|ternyfatabukanlah akhir dari proses arbitrase.
Dalam Pasal 70 masih memberikan kesempatan pada pihak vang kalah
untuk dapaimengajulan pembatalafrputusan/kepada=Panitera Pengadilan
Negeri. Termasuk dalanipelaksafinan piudsan Badan Arbitrase Syari’ah."!

Atas dasag ini,) fernyata: Pengadilan A\gama hanya berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah
sepanjang tidak dinyatakan dalam perikatannya klausula penyelesaian
sengketa melalui BASYARNAS, karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UUAPS) dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri (sekarang baca

Peradilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak

"% thid. him. 207.
"' Dalam Pasal 70, 71 dan 72 secara umum menyebutkan pembatalan putusan arbitrase

diajukan ke Pengadilan Negeri.



vang telah terikat dengan penjanjian arbitrase™. Dengan demikian maka
perikatan dalam ekonomi syari’ah yang mengandung klausula arbitrase,
Pengadilan Agama tidak berkewenangan untuk menyelesaikannya. Hal
menunjukkan perbedaan signifikan antara karva tersebut dengan penelitian
ini, yaitu pada proses pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas.
Dalam penyusunan tesis ini, peneliti lebih fokus pada pembahasan
pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Tinggi, padahal
Undang-Undang Nomeof 3|<lalmn 2006 Pasal 49 menegaskan bahwa
kompetensi Pengadilan ‘Agani@ @iantaranya adalah menangani sengketa
ekonomi syari’ah.

Berkenaan dengan peraturan arbitrase vang selama ini berfaku di
lingkungan Peradilan Uwium | adalall JFIAPS. menurut Chatib Rasyid dan
Syaifuddin. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori
dan PraktilePada PeradilamrAgama*baliiva sepanjang envangkut ekonomi
syari’ah, maka semuawyang.tefeapal \dalam UUAPS tentang arbitrase
berlaku untuk Peradilanidganiaisemmgga-sctiap kata “Pengadilan Negeri”
harus dibaca Pengadilan Agama.'? Pembahasan dalam buku tersebut
belum menyentuh proses pembatalan putusan BASYARNAS oleh
Pengadilan Negerl. tapi baru sebatas hukum acaranya. Untuk itu, dalam
tesis ini akan membahas lebih luas terhadap kewenangan Peradilan Agama
sebagaimana UUAPS  sehingga mampu menegaskan kembali

kewenangannya.

I* Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdaia Daiam Teori dan Prakiik Pada
Peradilan Agama, (Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 161.



Selain itu, penelitian Muhammad ‘Arif berjudul Respon
BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap
Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi
Syari’ah.””> Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa BASYARNAS
Daerah Istimewa Yogyakarta responsif terhadap kewenangan Pengadilan
Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang merupakan
aspirasi umat [slam sejak lama bahkan sudah pada waktu dan tempatnya
jika Pengadilan Agama Mmempunyai kewenangan tersebut setelah terbitnya
Undang-Undang Nomor=3 1alfun 2006 1a juga berpendapat Pengadilan
Agama bisa langsung mengeksekusiputisannya dan para hakimnya lebih
menguasai prinsip-pringip ekonomi syati’ah meskipun kemampuannya
tetap harus ditingkatkam

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Amin
Rosyid beérjudul * Teknik ™Penyelesdaian ” Séngketdt Binis Syari’ah oleh
BASYARNAS.™ Mefweulhyatekmis penyelesaian sengketa bisnis syari’ah
vang telah dilakukan oleh BASYARNAS=sudahlsesuai dengan peraturan
prosedur BASYARNAS vaitu sederhana, murah, mudah, tertutup, cepat
dan bermartabat, juga karena mengutamakan pendekatan musyawarah

dengan para pihak yang bersengketa.

' Muhammad ‘Arif, “Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah”,
Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas llmu Agama Islam
Unversitas Islam Indonesia, him. 140.

" Muhammad Amin Rosyid, ~Teknik Penyelesaian Sengketa Binis Syari'ah oleh
BASYARNAS®, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas ilmu
Agama Islam Unversitas Islam Indonesia, 2007, him.110.



Dari kedua penelitian dan pustaka di atas terlihat belum membahas
secara mendalam persoalan hukum acara dan kompetensi pengadilan
dalam memerintahkan putusan Arbitrase atau BASYARNAS, padahal
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan Pengadilan Negeri
bertindak sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase Nasional. Sementara Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 telah menetapkan Pengadilan Agama berwenang
menyelesaikan ketentfan |<ersebyt tentang Arbitrase dan  alternatif
penyelesaian sengketd.~Begithh jjuga dengan ketentvan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Pasahgd Wang méngatur hukum acara yang berlaku
di Pengadilan Agama.

Inilah vang akap~menjadi folus| penelitian dalam tesis ini vaitu
adanya Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
(BASYARMAS) Pasca Berlaktnya Undang-Undang™Nomor 3 Tahun 2006
khususnya Pasal 49, yang menuretpenelitl harus diluruskan kembali agar
produk hukumnya tidak(dinyatakan=badtal, deiy hukum dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat beserta segala akibat hukumnya karena
keduanya merupakan lembaga negara yang lahir dan memiliki
kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Karena sistem hukum Indonesia sampai saat ini
masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara
Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law. Bukti

adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang

sampal saat ini dianggap masih tetap berlaku.’’

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 peneliti telah mghgajikam tiga pakok masalah. Untuk menjawab
rumusan masalah tersgbut, péneliti, mengeunakan beberapa teori sebagai
alat analisisnya, antara; laingtedrigiKeadilan Hans Kelsen, teori keadilan
sosial Gustav Radbruck yangl membahas tentang konsep nilai dasar

hukum, dan aliran hukuny progresif Safipto Rahardjo.

1. Teori Keadilan Sosial Gustav Radbruch

Gustay Radbruch, dalam teorinya Mmenyebutkan tujuan
hukum — adawsd LeamaCatmy / vditu  kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan. [ (K dadian rarus=beratla pada peringkat utama.
Meskipun demikian ketiganya harus menjadi satu-kesatuan
sebagal dasar utama dalam mengambil suatu putusan oleh hakim
agar dapat terpenuhi rasa keadilan meskipun dalam realita

ketiganya saling berbenturan.

'* Dalam pembukaan Undang-UndangDasar 1943, Pasall Aturan Peralihan disebutkan
bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-UndangDasar]945.

'* “Theo Huijbers, Filsafar Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius,
2006), him, 163.



Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav
Radbruch; “Summum fus Summa Inuiria” bahwa keadilan
tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi
hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan
keadilan."”

Mentransformasikan gagasan-gagasan keadilan ke dalam
suatu peristiwa kongkrit sesungguhnya bukan perbuatan yang
mudah. Jika/sekeddr Anemasukkan atau mengasumsikan suatu
peristiwa ket—dalain | peratiiran perundang-undangan secara
sillogisme formil“makagkeadilan (output) yang dicapai adalah
keadilan hukum [(legal jostice). Sesuai  ajaran  hukum
positivisme, "keadadn-demikian dipandang telah memenuhi rasa
keadilan. Undang-Undang_adalah hasil dari lembaga legislatif,
sthingga undang-undang  dipandang  sudah adil, dengan
demikian plitesan=hakim ‘vang' telah sejalan dengan bunvyi
undangundapgidipandang telalmewenuhi rasa keadilan karena
telah sesuai dengan kepastian hukum. Prinsip ini dinyatakan
sebagai “Undang-Undang adalah Undang-Undang” (Gesetz ist
Gesetz), “Undang-Undang itu memang keras isi ketentuannya,

tetapi bagaimanapun itu telah tertulis Lex Dura Sed Tamen

'" Jeremies Lemek, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, *Mencari Format tdeal
Keadilan Putusan Dalam Peradilan”, Jurnal Hukum, 2 Tahun MMX (17 April 2010) him. 221-222,

kolom. 3.



SCI‘Z;DICIIS yang berarti hukum itu memang kejam akan tetapi
begitulah adanya hukum.

Dengan demikian hakim dianggap sekedar “terompet
dari undang-undang”. Mazhab Positivisme memberikan
pembenaran bagi hakim yang demikian itu. Sesungguhnya
Hakim tidak cukup dan hanya berhenti pada pencapaian
keadilan hukum (egal justice) dalam penemuan hukum.
Keadilan vafig [lgbiby Adeal \perlu diupayakan, yakni suatu
keadilan yane subStantif (stbrantial justice). Keadilan moral
(moral justice) Yebiligideal- daripada sekedar legal justice.
Konkretisasi Subrantialjustice hanya mungkin tercapai bilamana
hakim memahami |Kenvataai sosial yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian tampaklah bahwa sebenarnya prioritas utama
Yang hendak dityyu hukunm adalah “seCara matertal untuk
mencapai ‘Keadilans K€Mmudian ‘untuk memenuhi kemantaatan
masyarakat (aSas utilitas);"bartysecara, formilnya adalah untuk
memenuhi kepastian hukum.'?

2. Teori Hukum Sruffenban Hans Kelsen
Dalam teori hukum Hans Kelsen yaitu Stufenbau Des

Rechts dijelaskan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat

'8 Moh. Koesnoe, sebagaimana dikutip Agung Sulistiyono, *Muatan Keadilan Dalam
Putusan Hakim: Telaah Sosiologis”, dikutip dari Aup:éiwivwe pr-sieman.go.id/index.php/artikel-
topment-91/34-mukum-umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 jam 21.09 WIB.
19 .
Ibid.
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dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya,
yakni:
1. Adanya cita-cita hukum (rechtsidee) yang merupakan
norma abstrak.
2. Adanya norma antara ({ussen norm, generelle norm, law
in books) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai
cita-cita hukum.

Adanya niEmadkenkriy (concrete norm), sebagai hasil

L¥'S]

darl penerapan wornia |antara atau penegakkannya di

pen,g,raclilan.20
Aliran HukuntProgresif Satjipto Rahardjo

Menutyt Satjiptd Rahardjo, penegakan hukum progresif
adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-
putih dar1 peraturan (according ro the leriery, melainkan menurut
semangat dan="maknd Tebihvdalam (ro very meaning) dari
unddngrundang, atad huktim. Pedegakan hukum tidak hanva
kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecel‘aasan spiritual.
Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan

penull determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

bt
®Banks,

Manuju  Tatanan Sistem Hukum Nasional,  dikutip  dari

http://politik. kompasiana.con/2009/12/30/menuju-tatanan-sistem-hukum-nasional-436 56.html
pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 jam 11.45 WIB.



penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan
lain daripada yang biasa dilakukan.”'

Merumuskan konsep keadilan dalam pemikiran hukum
progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang
subtantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum
modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek
prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua
pilihan besar/antaralpengadilan, yang menekankan pada prosedur
atau pada substansifKeadilamprogresif bukanlah keadilan vang

. . . 2
menekan pada prosedite-mélainkan keadilan substantif.?

G. Metode Penelitian
Adapun cara dan metode vang digunakan dalam penulisan tesis ini
adalah sebagal bertkut:
1. Sifat dan Jenis Penelitian
Penieitian ini termasuk=dalam| Kategori penelitian hukum
normatif, vaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

3

2 .
bahan pustaka atau data sekunder™ yang mendukung dan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas.**

! Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta; Genta
Publishing, 2009}, hlm, xiii.

* Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
20046), hlm. 272.

B Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, : Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.

* Qaefuddin Azwar, Metode Penelitian, Cel. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
2001), hlm. 91



Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum
doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Zaw in
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.®

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatap” nofinatitrsosiologis. Penelitian hukum normatif
adalah penelitian Jwkumfyvang neletakkan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem |nortas, Sistem< horma yang dimaksud adalah
mengenai  asas-asgsy normal kaidah dari peraturan perundangan,
putusan pengadilanfgerjaniiatsefta doktrin (ajaran).™

Pendekatan sosiologis yaitu. penelitian terhadap pertimbangan-
pertimbangan ' elit” keRfidsaan” polink dan partiSipasi massa dalam
pembuatan dan perfegakkan Heraturad hukum.?’ Pendekatan sosiologis
Juga merupakan| pendekatan®disiplin thuudlan teori ilmu sosial yang
berfungsi untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum dengan

membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dengan cara

* Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, {(Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2008), hlm, 167.

* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penefitian Hukum Normatif & Ewpiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

7 ibid



mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan
data atau fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.™®

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
utamanya adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syari’ah. Selain itu, beberapa perundangan dan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor
08 Tahun 2008 dan Nomar08 Tahun 2010 sebagaimana pokok
masalah.

3. Sumber Data

Adapun sumtber data dalanz_penelitian ini meliputi data primer
dan data sekunder:Datd| primier/ merupakan bahan-bahan hukum yang
bersitat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi
atau Ttisalah dalam "pethbuatan™ perundang-tindangan dan putusan-
putusan hakim. | Sedanglead “data s€kunder berupa semua publikasi
tentang huktm | yand bukarmerapakan dékumen resmi, seperti buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.29

Selain kedua data di atas, data tertier juga diperlukan dalam

penelitian ini. Data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai

B Husain Usman dan Purnomo Setiady sebagaimana dikatip Sidik Tono, "Vasial
Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian ARli Waris Non-Muslim Di Indonesia®,
Ringkasan Disertasi Doktor, Yogyakarta: Program Pascasarjana 1lmu Hukum Fakultas Hukum
Unversitas Islam Indonesia, 2013, him. 28.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), him. 141.



bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.’®
Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan
alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan
menggunakan konten analisis’’ berdasarkan berbagai sumber data di
atas, baik primer, segkundei-ntabpun tértier.
Instrumen Penelitian

Dalam penclitianWinistiifmert, biasa dikenal dengan alat bantu.
Menurut Subarsimi=Arikyhto, insttumen penelitian merupakan alat
bantu yang dipilib*dan |digimgkan Joleh peneliti dalam kegiatannva
mengumpulkan dawa datam bentuk wawancara,_observasi, dan studi
dokumentasi. [nstrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang
dipilih dan digunaKan'oletrgeneliti ddlam kegiatannya mengumpulkan
agar kegiatan tersebutimenjadi| siStematis ddn-8ipermudah olehnya.’*

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka yang menjadi
instrumen  dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Penelit
merupakan alat (instrtumen) pengumpul data utama, karena peneliti
adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan

responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan

30 Zainuddin Ali, him. 106.
*! Soerjone Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hlm. 21.
** Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), him. 134,



kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga
berperan serta dalam pengamatan atau participant observation, >
6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis
vaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematik
sehingga- dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan dengan
cara membandingkan norma dan fakta yang terjadi.*

Deskriptif t€rsebtt_meliputi \isi dan struktur hukum positif,
yaitu kegiatan vang (dilakikanlelehtpenulis untuk menentukan isi atau
makna aturan hukpn yang dyadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukuhfyang niehjadi gbjek kajian.*

Adapun metgdel | yang) digunakan dalam menganalisis data
dalam penelitian ini adalah metode analisis konten (conrent analysis).
Yaitu statt analisis HmiAl tentang Isi/pesan suatu teks. Konten analisis
menampitkan 3 F Svarae—analisis, Waitu: objektifitas, pendekatan
sistematis,| |dan| getleralisasi [d€hgamy | béclandaskan aturan  yang
dirumuskan secara eksplisit. Di samping itu, secara teknis konten
analisis mencakup upaya-upaya atau langkah-langkah berupa

klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, dan

FLexy ] Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 15, (Bandung: PT Rosdakarya,
2007, him. 9.

* Saefuddin Azwar, him. 6.

¥ zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105,

o
L)



menggunakan kriteria sebagal dalil komunikasi, sebagai sumber

prediksi.36

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyvusunan tesis ini terdiri dari
lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki
korelasi yang erat sehingga dapat dikatakan bahwa mulai dari bab pertama
sampai dengan bab tgrakhiil meripakdn kesatuan vang utuh. Adapun
sistematikanya adalah sebagaifberikut:

Bab pertama mgtupakan-pendahuluan yang menjelaskan tentang
berbagai aspek masalah‘serta alasan vamg menjadi dasar penyusunan tesis
ini. Dengan adanya rpendaliluan/-#kgn membantu pembaca dalam
memahami latar belakang masalah. rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat perelitian, telaali"plistaka. Kefangka feori, nietode penelitian dan
sistematika pembahasate

Bab kedua, | telaah pustakadadkerangka teori berisi tentang
Gambaran Umum Arbitrase yang akan mengulas tentang Pengertian
Arbitrase, Sejarah Arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional (BASYARNAS), Kompetensi Absolute Arbitrase, sistem kerja
dan kebijakan-kebijakan dalam menangani sengketa yang boleh
diputuskan oleh Arbitrase, Jenis putusan Arbitrase, dan Upaya Terhadap

Putusan Arbitrase.

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitarif, (Yogyakara: Rake Sarasih, 1990),
hlm, 76-77.



Bab ketiga, adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada
penelitian ini vang terdiri dari sifat dan jenis penelitian, pendekatan
masalah, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian,
dan metode analisis data.

Bab keempat. membahas tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis

Svari’ah. Bab ini menjelaskan tentang Pengadilan Agama. hukum acara.

hukum acara khusus Pffgalﬁm)q%\:mmu\. alur penyelesaian sengketa bisnis
(%)) 7

syvari’ah. Sumber Hukyey I an dpteriil Pengadilan Agama.

Bab kelima and m' mika Pembatalan Putusan Badan

Arbitrase Syari'ah Na

w2, oW 2 o
Undang Nomor 3 'l'uh%M@}al 49 Undang-Undang Nomor 3).

Dalam bab ini berisikan tml’mu anahsa terhadap

sehingga TJ Id[ juunul\an Janabdn § i ng llpn‘lt tei wadap rumusan masalah
tersebut vaitu: Pcr!j/s. Lga&}Mn Pengadilan Negeri terhadap

pembatalan I’N@NESI'A‘“' hakim Pengadilan

Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan

AS) Pasca Berlakunva Undang-

rumusan masalah

BASYARNAS: KNeriga, konsep menemukan jalan keluar perbedaan dasar
hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS:
dan Keempat, politik hukum BASYARNAS dalam tata hukum nasional.
Bab keenam. penutup vang berisikan kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian

< =}

selanjutnya.

-9
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BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, persoalan
kewenangan baru Peradilan Agama masih saja belum tuntas. Atas dasar itu
pula muncul beberapa literatur atau hasil penelitian yang mengangkat
tentang fenomena huKum tersebut tergtama yang menyangkut masalah
Arbitrase. Pada dasarnya Apbitrase merupakan solusi lembaga vang dapat
menangani sengketa kljususnva eKononii dengan sangat efisien dan sama-
sama menguntungkan |bagi_piiakspihak | vang bersengketa sebagaimana
beberapa penelitian dan“kajian“kajram/mengenai keberadaan lembaga
perdamaian (@il Anod HHEHETErsEBUY

Cicut Sutiarggedalam bukunya berjudul Pelaksanaan Putusan
Arbitrase .Dal"élm Sengketa Bisnis mengungkapkan putusan arbitrase yang
bersifat final, "berke€Kuatal hukuritefap” dan " mengikat para pihak
merupakan wujud pelayanan hukum bagi pencari keadilan vang sesuai
dengan asas peradilan yang baik di antaranya asas pemeriksaan cepat,
sederhana dan biaya ringan. Menurutnya, untuk memenuhi maksud sifat
terakhir dan mengikat dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang
berkeadilan putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan tanpa syarat
meskipun ada pihak yang kalah untuk menunda atau menghindari

pelaksanaan putusan. Putusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum



tetap, pemohon eksekust harus diberi jaminan bahwa putusan arbitrase
yang telah dimenangkannya dapat segera dilaksanakan sesuai tahap-tahap
vang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga arti hakiki dari
sebuah putusan dapat benar-benar dinikmati pihak yang menang apabila
putusan itu dapat dilaksanakan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan belumlah cukup apabila diartikan pemeriksaannya berlangsung
cepat, akan tetapi mengandung maksud bahwa cepat penyvelesaiannya
tanpa  mengurangi kgtelitian Asampai\ dengan pelaksanaan putusan,
sederhana tidak berbehit-belit (Biavanya terjangkau oleh para pihak.

37

Arbitrase bukan fembagal litigasioresmi yvang mempunyai perangkat
personalia sekompiit /seperty| pehgaditan yang juga disebut lembaga
pemutus perkara swasta vang tidak mempunvai perangkat pelaksana
putusan ddh tidak pula niempunyar kewenangan untuk melaksanakan
putusan, namun senmteStmya=tidak bias¥iagi dibedakan dengan lembaga
litigasi pengadilafivdalam hal pelaksaiaan Butugany’™

Pendaftaran putusan yang dinyatakan bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak hanyalah bersifat
administratif. Artinya kalaupun arbiter atau majelis arbitrase lalai
mendafiar putusan ke Pengadilan Negeri, maka akibat hukumnya bukan
langsung tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi ada alasan pembetulan

dengan memerintahkan segera melakukan pendaftaran demi pelaksanaan

T Cicut Sutiarse, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalan Sengketa Bisnis, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2011), him. 197.
% Ibid, hlm. 199,



putusan. Selama masih ada anggapan perbedaan dalam pelaksanaan
putusan, maka putusan arbitrase belum mempunyai kekuatan hukum tetap
yang berarti bertentangan dengan bunyi aturan hukum tentang sifat
putusan arbitrase.*’

Dalam kenyataan putusan arbitrase yang masih harus didaftarkan
ke pengadilan, dan putusan arbitrase internasional yang harus dimohonkan
eksekuatur telah memberikan bukti bahwa ternyata hukum tentang
arbitrase masih memberikan ~ celah-celah terjadinya konflik yang
berkepanjangan. Satu di"antara pemyvebabnva antara lain karena Undang-
Undang Arbitrase menganut StandaF gafida dalam memberlakukan putusan
arbitrase. di satu sisi puttisan abifiase nagional dikatakan mempunyai sifat
final dan mempunyai ‘Kekuatarn Hukunt)dan mengikat para pihak, akan
tetapi sisi_yang lain untuk melaksanakan putusan tersebut Undang-Undang
menentukan menentukan syarat dattar dengan ancaman sanksi bahwa
putusan tidak dapat’ difaksandkan® bila Syarat yang ditentukan tidak
dipenuhi dan lebilNanjut pihak yang.tidak puas masih diberikan hak upaya
mengajukan pembatalan putusan dan perlawanan eksekusi.*’

Sifat putusan tersebut ternyata bukanlah akhir dari proses arbitrase.

Dalam Pasal 70 masih memberikan kesempatan pada pihak yang kalah

* Ibid. Menurut Cicut Sutiarso sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan, putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat langsung dilaksanakan tanpa syarat,

0 1bid hlm. 207.



untuk dapat mengajukan pembatalan putusan kepada Panitera Pengadilan
Negeri. Termasuk dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari’ah.”!

Atas dasar ini, ternyata Pengadilan Agama hanya berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari‘ah
sepanjang tidak dinyatakan dalam perikatannva klausula penyelesaian
sengketa melalui BASYARNAS, karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UUAPS) dinvatakan.bahiva “Rengadilan Negeri (sekarang baca
Peradilan Agama) tidal-berw@nang untuk mengadili sengketa para pihak
yang telah terikat dengan pemjamjian drbitrase™. Dengan demikian maka
perikatan dalam ekonomi syapifah vang imengandung klausula arbitrase,
Pengadilan Agama tidak) |bersvepang)untuk menyelesaikannya. Hal
menunjukkan perbedaan signifikan antara karva terscbut dengan penelitian
ini, yaitu pada proses pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS.
Dalam penyusunan “1&si§ “mi; “penteliti¥ lebih tokus pada pembahasan
pembatalan putusan  BAS YARNAS “olet) [Péngadilan Negeri, padahal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menegaskan bahwa
kompetensi Pengadilan Agama diantaranya adalah menangani sengketa
ekonomi syari’ah.

Berkenaan dengan peraturan arbitrase yang selama ini berlaku di
lingkungan Peradilan Umum adalah UUAPS, menurut Chatib Rasyid dan

Syaifuddin, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori

! Dalam Pasal 70, 71 dan 72 secara umum menvebutkan pembatalan putusan arbitrase
diajukan ke Pengadilan Negeri.



dan Praktik Pada Peradilan Agama bahwa sepanjang menyangkut ekonomi
syari’ah, maka semua yang terdapat aalam UUAPS tentang arbitrase
berlaku untuk Peradilan Agama, sehingga setiap kata “Pengadilan Negeri”
harus dibaca Pengadilan Agama.® Pembahasan dalam buku tersebut
belum menyentuh proses pembatalan putusan BASYARNAS oleh
Pengadilan Negeri, tapi baru sebatas hukum acaranya. Untuk itu, dalam
tesis ini akan membahas lebih luas terhadap kewenangan Peradilan Agama
sebagaimana UUAPBS Isehifdggd mampu  menegaskan  kembali
kewenangannya.

Selain  itu, penelitiang@Muhdmmad “Arif berjudul Respon
BASYARNAS Perwakilan |Daerah Slstimewa Yogvakarta Terhadap
Kewenangan Peradilan“Agama-dalany Menyelesaikan Sengkera Ekonomi
Syari’al.”® Dalam penelitiannya ia_berkesimpulan bahwa BASYARNAS
Daerah Istimewa Yogyakarta responsit terhadap kewenangan Pengadilan
Agama dalam menyelesaikamrséngketa ekonomi syari’ah yang merupakan
aspirasi umat|Islam| sejalk Jama bahKkanssiidlalfpada waktu dan tempatnya
jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut setelah terbitnya

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. [a juga berpendapat Pengadilan

Agama bisa langsung mengeksekusi putusannya dan para hakimnya lebih

*2 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Prakiik Pada
Peradilan Agama, (Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 161.

¥ Muhammad ‘Arif, “Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Senglketa Ekonomi Syari’ah”,
Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas llmu Agama [slam
Unversitas Islam Indonesia, him. 140.



menguasai prinsip-prinsip ekonomi syari’ah meskipun kemampuannya
tetap harus ditingkatkan.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Amin
Rosyid berjudul Teknik Penyelesaian Sengketa Binis Syari’ah oleh
BASYARNAS.* Menurutnya teknis penyelesaian sengketa bisnis syari’ah
yang telah dilakukan oleh BASYARNAS sudah sesuai dengan dengan
peraturan prosedur BASYARNAS vaitu sederhana, murah, mudah,
tertutup, cepat dan beymartabat) juga Karena mengutamakan pendekatan
musyawarah dengan para pihdk yahe bevsengketa.

Dari kedua penglitiafindangpiistaka di atas terlihat belum membahas
secara mendalam persoalan hukum acara dan kompetensi pengadilan
dalam memerintahkan“putusanApbitrase atau BASYARNAS, padahal
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan Pengadilan Negeri
bertindak Sebagar pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan
'pembatalan putusan’ “Perbitrase’ Nasiorall Sementara Undang-Undang
Nomor 3 Tahun™“2006 jtelall menetdpkaiyPengadilan Agama berwenang
menyelesaikan ketentuan tersebut tentang Arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54 yang mengatur hukum acara yang berlaku
di Pengadilan Agama.

[nilah yang menjadi dasar perbedaan dengan penelitian-penelitian

sebelumnya dan tentunya menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu

H Muhammad Amin Rosyvid, “Teknik Penyelesaian Sengketa Binis Syari’ah oleh
BASYARNAS”, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas llmu
Agama Islam Unversitas Islam Indonesia, 2007, hlm.110.



adanya Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Svari’ah Nasional
(BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
khususnya Pasal 49, yang menurut peneliti harus diluruskan kembali agar
produk hukumnya tidak dinyatakan batal demi hukum dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat beserta segala akibat hukumnya karena
keduanya merupakan lembaga negara yang lahir dan memiliki
kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Katna sisteni\hukum Indonesia sampai saat ini
masih berlaku adalah sistemydiuklinn vang masih berkiblat kepada negara
Belanda yaitu sistem [liokumgEtepa Convinental atau Civil L. Bukt
adanya sistem hukum [ifij adalahiKitab; Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) vang

sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku.*’

B. Kerangka Teori
1. Arbitrase
Kata arbiirase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.
Dihubungkan arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan
salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan
seolah-olah seorang arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan

hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

" Dalam pembukaan Undang-UndangDasar 1945, Pasall Aturan Peralihan disebutkan
bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-UndangDasar1945.



Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang
hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka
akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh
hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.®

Menurut Reglement op Burgerlijke Rechtvordering (B.Rv atau
Rv), Arbitrase merupakan suatu  bentuk peradilan yang
diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari
pihak-pihak berselisih ldgarAperselisihan mereka dapat diselesaikan
oleh hakim-hakim| rangghmneréka @njuk dan angkat sendiri dimana
putusannya bersifatgfinalgdan™ mengikat kedua belah pihak untuk
melaksanakannva. 5 Penuijukkans |penyelesaian  sengketa lewat
arbitrase sebelum seéngkefa terbit.dengan pencantuman klausa arbitrase
dalam perjanjian pokok mereka (Pactum de Compromitendo).
Sedangkan penunjukkan arbitrase sebagal cara penyelesaian sengketa
setelah  sengketa’ “terbi==dilakukan” dengan membuat persetujuan
arbitrase sendivi dinamakan Aeid Compranfis-t

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diberikan
batasan arbitrase seacara otentik. Pasal 1 angka 1 mengartikan yang
dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase

¥ R Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Binacipta, 1981), him. |

" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), hlm. 16

Brpid hlm. 18
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yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Berdasarkan
batasan tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara
penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan
perjanjian para pihak yang bersengketa.49

Dijelaskan dalam Undang-Undang ini Bab [ Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 10 Alternatif’ Penyelesaian Sengketa adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yvang
disepakati para pihak, yakai-penyeiésaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negdsiasigmediasi. konsiliasi, atau penilaian ahli.

Adanya sualwperjanpai arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak bersengketa wifuk miengajukan penvelesaian sengketa atau beda
pendapat vang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
Bahkan Pengadilan Negeri_harusanenolak dan uawik tidak menangani
sengketa vang di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalur=arbitasé, kecuali "dalam hal-hal tertentu yang
ditetapkanidalam Undang- undang.ini.

2. Sejarah Arbitrase Di Indonesia

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda menjajah dan
menguasai [ndonesia, penduduk Indonesia dibagi ke dalam beberapa
golongan. Hal itu berdasarkan Pasal 131 dan 163 Indiche
Staatsregeling (1S), vang menetapkan bahwa bahwa bagi golongan

Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Barat. Sedangkan

9 Rachmadi Usman, Hukwm Arbitrase Nasional, (Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2002), him. 4

L2
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bagi golongan Bumi Putera dan mereka yang disamakan diberlalkukan
hukum adat masing-masing. Terhadap golongan Bumi Putera ini dapat
diberlakukan hukum Barat jika ada kepentingan umum dan
kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur
asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka
berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Karena adanya perbedaan perlakuan hukum tersebut,
konsekuensinya adalahSladatwa perbedaan dalam  badan-badan
peradilan berikut hukumd acaranya) Untuk mereka vang disamakan
kedudukannya dengan gélengait teSebul adalah Raad van Justitie dan
Residentie-gerecht | =sebagall \peradilan  sehari-hari. Hukum vang
dipergunakan adalab,iukunr-acara yang termuat dalam Reglement op
Burgerlifke Rechivordering (B.Ry.atau Rv).

Untuk golongan Bunmu Putera dan mereka yang disamakan
kedudukan dalam™golomgan ‘tersebut adalah Landraad sebagai
peradilan sghanthanl dan’beberapa, peradilan-lainnya seperti peradilan
kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Hukum acara yang yang
dipergunakan adalah yang termuat dalam Herziene Inlandsch
Reglement (HIR).Sedangkan untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa
dan Madura diatur menjadi satu dengan Rechtsrgelement
Buitengewesten (RBg).

Tata peradilan pada zaman Hindia Belanda diatur sebagai

berikut:



a. Untuk pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Organisast
Peradilan dan Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia Belanda
(Reglement op de Rechterlifke Organisatie en het Beleid der
Justitie) atau RO,

b. Untuk luar pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan
Peradilan  Daeralh  seberang laut  Rechisrgelement
Buitengewesten (Rbg).

Sedangkan dasarshukum berlakunya arbitrase pada zaman
kolonial belanda iniadalalf Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang
berbunyi: “Jika orang MMelenesia’ dait|\orang timur asing menghendaki
perselisthan merekasdipuniskan oleft juru pisah. maka mereka wajib
menurulf peraruranspengdadilan | petkara yang berlaku bagi bangsa
Eropa”.’

Bagi golongan™Tinur asifig danm Eropa, fukum perdata vang
belaku adalah Bubgeslifke=tlérboek (BW) yaitu Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata| dan( Hetboek =van ~Kaphande! (WvK) atau Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan hukum acaranya adalah
Regelement Acara Perdata (Rv).

Dalam Rv, Pasal-Pasal mengenai arbitrase diatur dalam Buku
Ketiga Aneka Acara. Pada bab [, diatur ketentuan mengenai putusan

wasit (arbitrase) mulai dari Pasal 615- 651. Pasal-Pasal ini meliputi

lima bagian pokok, yaitu:

¥ M. Yahya Harahap, Arbitrase, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), him. 21
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1. Pasal 615-623, mengatur mengenai arbitrase dan
pengangkatan arbitrator atau arbiter

2. Pasal 624-630, mengatur mengenai pemeriksaan di muka
badan arbitrase

Pasal 631-640, mengatur mengenai putusan arbitrase

LS

4. Pasal 641-647, mengatur mengenai upaya-upaya terhadap

putusan arbitrase

SJI

Pasal 647-651Sméngatur thengenai berakhirnva acara-acara
arbitrase.

Pada zaman Hihdia -Be€landa, arbitrase dipakai oleh para
pedagang baik sebagai eksportir {apun importir dan pengusaha
lainnya. Pada wakfw iu//terdapar tiga badan arbitrase tetap yang
dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, vaitu:

. "Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil'bumi Indonesia

2. Badanatbitrasestetitang’kebakaran

3. [Badan arbitrase bagi astransi kecelakaan.

Sedangkan pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia,
peradilan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht dihapuskan. Jepang
membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang
diberi nama 7ihoo Hoin, yang meruapakan kelanjutan dari Landraad

dimana hukum acaranya mengacu pada HIR dan R.BG..



Dengan demikian, pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian
kasus juga mengacu pada Buku IlI Rv berjudul Rechipleging van
Onderscheiden aard (peradilan bentuk lainnya).

Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang pernah
mengeluarkan  peraturan  pemerintah  Balatentara Jepang yang
menentukan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan
hukum dan undang-undang pemerintah dahulu, pemerintah Hindia
Belanda tetap diakuifsah [bilat/sementara asal tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintah-miligér Jepang!

Akan tetapi set€lalaindonesia merdeka, untuk mencegah
kevakuman diberlaKukanlall Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang
Dasar 1945 tertanggal™18/ Agustlis 1945 yvang menyatakan: “Segala
badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum
diadakait yang baru memirut Undang-Undang Dasar ini ™.

Pada tanggal lo== OKToberv 1945, presiden mengeluarkan
peraturan nonter, 2 yang Jdalani“Pasal™l fmeayatakan, ‘segala badan-
badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdivinya
Neguara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama
belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut’.

Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa
melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, R.Bg dan Rv. Mengenal

badan peradilannya dibeberapa bagian Republik Indonesia yang



dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan Jepang, diadakan
Landrechter untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan
Appelraad sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua.
Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat (RIS),
landrechter menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad menjadi
Pengadilan Tinggi. sesual dengan ketentuan yang berlaku di daerah-
daerah vang tidak pernah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda.

Ketika berlakunya;| Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun
1951 Tanggal 14 Januari 195 makapada dasarnya diseluruh Indonesia
hanya ada tiga macamgbadanperadilan yaitu, Pengadilan Negeri
(tingkat pertama), Refigadilan Tinggr (tingkat kedua atau banding) dan
Mahkamah Agung gingkalkasasiy>Namun di luar itv ternvata masih
dikenal peradilan adat dan swapraja.

Parl Keterangam=di atas™dapat disimptitkan bahwa semua
peraturan-peraturansyang=sudaiiadassejak zaman penjajahan Hindia
Belanda dulu“sélama (ini jbelumi=diubah, ditambah atau diganti masih
berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase vang diatur dalam Rv juga
tetap berlaku, Bahkan keadaan ini terus berlanjut sampai
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).”'

Dasar diundangkannya Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat berpijak

*' Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001}, him. 10-16



pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 1[4 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokeok Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan bahwa ketentuan penyelesaian perkara di
luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage)
tetap diperbolehkan. Walaupun demikian, putusan arbitrase hanva
mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau
perintah untuk eksekusi fexecuroir) dari pengadilan.

Tampaknya penggunaaun Pasal 615 sampal dengan Pasal 651
Reglemen Acara Peldata (Reglemernpo de Rechisvordering, Staatsblad
1847: 52), dan Pasal 37 Regleniendndonesia yang diperbaharui (et
Herzeine Indosisch Réglement, Staatsblad 1941: 44) dan pada Pasal 705
Reglemen Acara untuk| daerah)|lvat/| Jawa dan Madura (Reglement
Buittengewesten, Staatsblad 1927: 227) sebagai pedoman arbitrase
dianggap”sudahtidak methadai [agl dengan kondisi ketentuan dagang
yang bersifat intefmasio hal- Peritnjavah\kembali pengaturan mengenai
arbitrase sudlalinnerupakan eowdirion Sine qiaxon dan perlu perubahan
secara subtantif dan tilosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang
berlaku sejak zaman kolonil.

Setelah Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif’ Penyelesaian Sengketa (APS) disahkan dan diundangkan
pada tanggal 12 Agustus 1999, dalam Bab XI Ketentuan Penutup, pada
Pasal 81 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku,

ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 615



sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglemen po de
Rechtsvordering, Staatsblad 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (Her Herzeine Indosisch Reglement,
Staatsblad 1941: 44) dan pada Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah
luar Jawa dan Madura (Reglement Buirtengewesten, Staatsblad 1927:
227) dinyatakan tidak berlaku.>
Secara teori, pelaksanaan sistem arbitrase dapat dilaksanakan
dalam dua jenis lempdzga arbipase, vaitu:
1) Arbitrase dd Hee
Arbitrasge; dalami_bentuk ad hoc wgasnya hanyva
menyelesdikan perkara yang dipercayakan kepadanya saja.
Apabila ntagasnya-dalam’ memeriksa, mendamaikan, dan
memutus sengketa telah selesai, maka selesai dan bubarlah
lembaga Arbitrase 1tu,
2) Arbitraseermangn
ATbittase) dalam\bentuk “permanen adalah suatu bentuk
lembaga atau badan yang keberadaannya tidak bergantung
pada ada atau tidak adanya perkara yang harus diselesaikan.
Di Indonesia teérdapat dua lembaga arbitrase nasional
permanen, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) dan Badan Arbitrase Syari’ah  Nasional

(BASYARNAS).

32 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Op. Cir., , him. 71
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3. Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) pada saat
didirikan bernama Badan Arbitrase Mu’amalat Indonesia (BAMUI).
BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan.
Akta pendiriannya ditandatangani oleh ketua MUI. Bapak KH. Hasan
Basri dan Sekretaris Umum, Bapak HS Prodjokusumo. BAMUI
dibentuk oleh Majelis Ulama I[ndonesia (MUI) berdasarkan Rapat
Kerja Nasional (Réakermas)aMUL 1992,  Sesual dengan Peraturan
Prosedur Badan ArbitrasefMutamalat|Indonesia (BAMUI), pada Bab I
Yurisdiksi (kewenangangs Pasal 41| disebutkan bahwa yurisdiksi
BAMUI meliputi:

1) Penyelesaian 'sengketay| vang timbul dari hubungan
perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana
para pihak™sepakat tftik ményerahKan penyelesaiannya
kepadawBadan. Arbitrase/Mu amalat Indonesia (BAMUI)
sésiiai dengan \Peraturam, | Dfosedur Badan  Arbitrase
Mu’amalat Indonesia (BAMUI).

2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya
suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan
dengan perjanjian atas permintaan para pihak.”?

Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS

diputuskan dalam Rakernas MUI 2002. Perubahan nama, bentuk dan

% Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Op., Cit., hlm. 61-62.
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pengurus  BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-
09/MUL/X11/2003 tanggal 24 Desember 2003.°* BASYARNAS sesuai
dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI ialah lembaga hakam
yang bebas. otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh
kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana
Dewan Syari‘ah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian, Pengawasan
Obat-obatan dan Alakanap ,(LP"ROM), Yayasan Dana Dakwah
Pembangunan (YDDP).*

Dasar hukuth pembentukan BASYARNAS baik dari aspek
hukum Isalam maupun hukwm positit] antara lain:

1. Al-Qur’an
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Artinya: “Dan jika ada dua kelompok orang beriman
bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu
di antranya beriaku zalim kepada yang lain, rekaniah

golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah. Kalau

* SK tersebut menetapkan; Perrama, Mengubah nama BAMUI menjadi BASYARNAS;
Kedua, Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari Yayasan menjadi badan yang berada di
bawah MUI, dan merupakan perangkat organisasi MUI; Keriga, Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai lembaga hakam, BASYARNAS bersifat otonom dan independen; Kefima,
Mengangkat pengurus BASYARNAS dengan susunan pengurus yang baru.

% Ibid, him. 466,



2.

telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan
benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang
berlaku adil. (Q.S. Al-Hujarat [49] : 9)°¢
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Artinya: “Jika kamu khawarir akan timbul perselisihan dari
keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika
keduanyaVberkehendak dainai Allah akan memberi taufik
kepada merekd Oerdua. Allah sungguh Maha Mengetahui
lagi Mabin Mengehal secara tajam.(Q.S. An-Nisaa [4] :
35)7

As-Sunmah

Daldn menangand perlefetiShan\di @atara umat manusia.

terdapat=beberapay hadis JRasulullah SAW vang dapat

dijadikan sebagai pedoman atau teori, seperti hadis yang

diriwayatkan olelul Imam Bukhari berikut ini:

B3 Ll |rL¢u;iU1J4m1j}L Ji Jtéﬁdlup

sis Yok g 5w el sl Vi 2R sp sleah o
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b

% Tim Penerjemah Al-Qurtan ULl A/-Qur'an dan Tafsir. (Yogyakarta: Ul Press, 1999),
him. 930.

3 Ibid hlm. 148.



Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkara: Rasulullah SAW
bersabda, "Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan,
kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang
haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara
yang halal.” (H.R. Imam Bukhari).58

3. fjma’

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama
dan salfabatsRasulullaly sepakat (¥/mea’) membenarkan
penvelesaian Sengketardengan cara arbitrase. Misalnyva,
diriwayatkangtatkala” Umar bin Khattab hendak membeli
seekor|kuda. Bada saat-Umar menunggang kuda tersebut
untuk gy cobay| kaki) kuda itu  patah. Umar ingin
mengembalikan kepada pemilik. Akan tetapr pemilik kuda
it menolak™ "dan’ Umar berkata: “Baiklah, tunjukkan
seseorang’ yangd amu Wpercayai untuk menjadi  Aakam
antara Rifa Derdua??= Pemilikd Kuda berkata: “Aku rela
Abu  Sjureich  untuk  menjadi  hakam”. Dengan
menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu
Sjureich sebagai hakam yang dipilih 1tu memutuskan
bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga Kuda

itu.  Abu Sjureich berkata kepada Umar bin Khattab:

38 Muhammad Abd ar Rahman Tuhfah al Ahwazi (Bi Syarh Jami At Tirmizi) (Beirut: Dar
al Fikr, t.t.Y IV : 486 Hadits nomor 1332 “Kitab Al Ahkam. Bab Ma Dzukira *an Rasulillah
Salallahu Alaih wa Salam fi Sulh Bain an Nas Hadits ini hasa n sahih direiwayatkan dari Katsir bin
Abdillah bin umar bin auf Al muzniy dari ayahnya dari kakeknya.
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“Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau

kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil

seperti semula tanpa cacat”.>

4. Undang-Undang Republik Indonesia

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS). Arbitrase menurut UU tersebut adalah
cara pgfiyelesaian, sengketa perdata di luar peradilan
umum, Sedangkamy lembaga arbitrase adalah badan vang
dipilih| Jolélypara’ pihak yang bersengketa untuk
memberikan phfusan mengenai sengketa tertentu. Dalam
hal  ini =~ BASYARNAS adalah lembaga arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam UU di atas.
SK*Majelis=&tama indenesia (MUD

ol IMUFNe. / Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24
Desembef 20030 ientang=BASYARNAS., BASYARNAS
adalah lembaga hukum arbitrase syari’ah satu-satunya di
Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus
sengketa mu’amalah yang timbul dalam bidang

perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

6. Fatwa DSN — MUI

¥ achmad Djauhari, drbitrase Syari'ah di indonesia, (Jakarta: BASYARNAS, 2006),

hlim. 31-32.
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Semua fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN - MUI) perihal hubungan
muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan:
“Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarali 3°

Dalam’ Babyl Yurisdiksi (Kewenangan) Pasal |,
disebutkan Bahwa ¥ urisdiksi Badan Arbitrase Syari’ah
NasionaH{ BASYARNAS) meliputi:

I, “Menyélesaikan secara adil dan cepat sengketa
muamalah/perdata yang timbul dalam bidang
perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan
fa-“lain yanig menurut hukum dan Peraturan
Perundang-Undangand, Republik  Indonesia
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa, dan para pihak sepakat secara
tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya
kepada BASYARNAS  sesuai  dengan

peraturan prosedur BASYARNAS,

[ ihat Fatwa Nomor 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa Nomor 06 tentang Jual Beli
Istishna’, Fatwa Nomor 07 tentang Pembiayaan AMudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang
Pembiayaan Adusyarakah, dan seterusnya.
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2. Memberikan pendapat yang mengikat atas
permintaan para pihak tanpa adanya suatu
sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan
dengan suatu perjam'ian.ﬁI

Selain itu, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS)
juga mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-
ketentuan, antara lain:

Permohongh untitk mengadakan arbitrase
Penetapan arbiter

Acara pemeriksadn

Perdamaian
Pembuktialr;dansaksi-saksi
Berakhirnya pemgriksaan
Pengambilan putusan
Perbaikanlputusatr
Pembatalanputlisan

10. Pendftaran putusan

11. Pelaksanaan putusan (eksekusi), dan
12\ Bkl dd mihistradl. ™

W L =

Prosedur Beracara maupun pelaksanaan putusan
BASYARNAS pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan Badan
Arbitrase ! Nasional “adoneside=(BANI)./Peraturan prosedur yang
disusun oleh BASYARNAS mengenai pendaftaran, pemeriksaan
sampai putusan dan biaya tetap mengacu pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada dasarnya prosedur
berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak
masih didirikan Badan Arbitrase Mu’amalat [ndonesia (BAMUI).

8 Dadan Muttagien dan Fakhruddin Cikman, Penyelengsaian Sengketa Perbankan
Svari‘ah, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 74-75. Periksa juga Abdul Manan, Hukum
Ekonomi Svari‘ah dalam Perspektil Kewenangan Peradifan Agama (Cet. {), (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2012), hilm, 468.

 Abdul Manan, Op Cir., him. 468.
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Secara garis besar, aturan tersebut dituangkan dalam peraturan
pros":aduf BAMUI yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993.
Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis untuk
menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).‘53

Sebagal gambaran tentang peraturan dan prosedur Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) sebagai berikut:

1. Pengajuan permohoman—proses arbitrase dimulai dengan
didattarkahnya ~ surat” permohonan untuk mengadakan
arbitrase pleh sel@etaris ©dalam Register Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional (BASYARNAS). Dalam surat tersebut
harus memuext seleurafig-kurangnya nama lengkap dan tempat
tinggal ataty tempat] kedudukan kedua belah pihak, suatu
uraian singlkat tenfang salinan naskah perjanjian arbitrasenya
dan suatu sutat kuasakhusus|jika diajukan oleh kuasa hukum.

2. Selanjutnya;-suratskuasaspenmohonan itu akan diperiksa oleh

Badan Arbittase .Syari/ali-Nasional (BASYARNAS), untuk
menentukan apakah BASYARNAS berwenang memeriksa
dan memuguskan gsengketa pebitiase vameg dimohonkan tadi.
Dalam hal peganjianataw klausula=arbitrase dianggap tidak
cukup kuat.dijadika dasar, keywenangan BASYARNAS untuk
memeriksa=sengekid Yamg Miajukan, maka BASYARNAS
akan menyatakan permohonan it tidak dapat diterima (nies
ol keIt oV e bqdid @1t | dituangkan dalam  sebuah
penetapan yang | dikelvarkan' | dlERN ketua BASYARNAS
sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat dilakukan oleh
arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal
pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika perjanjian atau
klasula arbitrase dianggap telah mencukupi, maka
BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter
tunggal atau majelis yang akan memeriksan dan memutus
sengketa berdasar berat-ringannya sengketa.
Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter atau
menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang dipertukan
untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerfukan
suatu keahlian khusus. Dengan sususan arbiter dapat
berbentuk tunggal atau majelis.

% Ibid, him. 469.
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Arbiter yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk
renyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon
disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan
memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya
salinan surat permohonan dan surat panggilan.

Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon atas
perintah arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis, salinan
dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan
berasamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak
untuk menghadap di muka siding arbitrase pada tanggal yang
ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah
itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakika
kepada kudsa hikumnya masing-masing dengna surat kuasa
khusus.

Pemeriksaan pegfsidangar) arbitrase dilakukan di tempat
kedudukanVIBASYARNAS) | kecuali ada persetujuan  dari
kedua belah; pthak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat
lain. Arbiter tunggal latau majelis dapat melakukan siding ke
empat uniie memeriksa saksi, barang atau benda dokumen
yang menpunyai-hubtnmean-dengan para pihak bersengketa.
Sedangkanputusan-Hamis diambil dan dijatubhkan di tempat
kedudukan BASYARNAS,

Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan
berahgsung farbitergtungeal alay wnagelis harus memberi
perlakuan” daiKesempatan yang sama sepenuhnya terhadap
para pilnlYegualionbefore fhe lavw) untuk membela dan
mempertahankankepemingan yang disengketakannya,
Arbiter tunggal atay _majelis, baik atas pendapat sendiri
maupun para_pihalkvdapat Jielakdikan pemeriksaan dengan
mendengar keterangan saksi ahli dan pemeriksaan secara
lisan di antara para pihak. Setiap bukti atau dokumen yang
disampaikan salah satu pihak kepada arbiter tunggal atau
majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan,
Namun pemeriksaan boleh dilakukan secara lisan (oral
hearing). Tahap pemeriksaan dimulai dengan jawab-
menjawab (replik-duplik). Pembuktian dilakukan
berdasarkan kebijakan arbiter tunggal atau majelis.

Dalam jawabannya atau paling lambat pada sidang pertama
pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan
balasan (reconventie). Terhadap bantahan yang diajukan
Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik)
vang dibarengi dengan tambahan tuntutan (additional claim)
asal hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
pokok vang disengketakan serta termasuk dalam Yurisdiksi
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BASYARNAS, baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun
additional ¢laim akan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau
mejelis  terlebih dulu akan mengusahakan tercapainya
perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter
tunggal akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan
kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian
tersebut masing-masing. Sebaliknya, apabila perdamaian
tidak Dberhasil, maka arbiter tunggal atau majelis akan
meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon.

Dalam hal yang diteruskan para pihak dipersilahkan untuk
memberi argumentasi dan pendirian masing-masing serta
mengajukan  bukti-bukti  yang dianggap perlu untuk
mengatakannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara
tertutup sesuai dengan saran Arbitrase yang tertutup.

7. Arbiter twfggalatay, ymajelis akan menutup pemeriksaan
sengketa abbitrase dan menetapkan suatu hari siding untuk
mengucapkan péitusan yang diambil bila menganggap
pemeriksaan telah gukup dengan tidak menutup kemungkinan
dapat mentbuka sekalilagizpemeriksaan (o reopen) sebelum
putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.

8. Putusan diambil dap dipwtuskan dalam suatu sidang yang
dihadiri kedua_befahspihak.!Bila para pihak telah dipanggil
secara patut-terapi tidakiada vang hadir. maka putusan tetap
diucapkan-Setaruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya
putusan oleh arbiter tunggal atau majelis akan diselesaikan
setambat-1lahibathia sebeluhrjingla Wakiu 6 (enam) bulan
habis! tethiting=sejak Aipanggiliva peftama kali para pihak
untuk menpehagiri sidang pertama pemeriksaan.

9. Putusan|asbitrase haeds miemuat alasan-alasan, kecuali para
pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alas an.
Arbiern tunggal | atau==majeli§ Marus memutus berdasar
kepatutian dan keahlian sesuai dengan ketentuan hukum
vang berlaku bagi perjanjian vang menimbulkan sengketa
dan disepakati para pihak.

10. Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang
bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta memenuhi
secara sukarela. Apabila putusan tidak dipenuhi secara
sukarela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang
diatur dalam pasal pasal 637%* Rv dan 639% Rv.%¢

5 pasal 637 Rv: “Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari
Raad van Justise (baca: Ketua Pengadilan Negeri). Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli
dan disalin pada turunan yang dikeluarkan. '

5 Dalam Pasal 639 Rv disebutkan; “Putusan wasit yvang dilengkapi dengan surat dari
ketua Raad van Justise (baca: Ketua Pengadilan Negeri) yang berwenang dilaksanakan menurut
cara pelaksanaan biasa.

% Dadan Muttagien dan Fakhruddin Cikman, Op. Cit., him. 76-79.



4. Kompetensi Absolute Arbitrase

Kompetensi absolute arbitrase jika dilihat dari Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS), ternyata cukuplah tuas, yaitu semua
jenis perkara dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya vang
bisa diselesaikan secara Arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang
bisnis, perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut
menyangkut hak pribadEyang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para
pihak.

Adapun yahg dimalksud” dengan hak pribadi adalah hak-hak
yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban
atau kepentinga unignt) misalhyd proses-proses mengenai perceraian,
status anak, pengakuan anak. penetapan wali, pengampuan dan lain-
lain.%’

Undang-Urfdan g=Neo10T G0 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif’| Penyelesaian JSengketa (ARS)fielah menjelaskan bahwa
pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai keunggulan kelebihan
dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara
lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal

prosedural dan administratif

87 Zaeni Asyhadi, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2009), hlm. 238.



3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang
yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan
adil

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk
menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat
penyelenggaraan arbitrase, dan

5. Putusan apbiter Bievhipakan putusan yang mengikat para pihak
dan dengan melalun tata)cara (prosedur) sederhana saja
ataupun laugsungdapardilaNsanakan,

Pada kenyd#taannyal lapa s¥dng disebutkan di atas tidak
semuanya benar, §ebab| dt-Aegard-flegara tertentu proses peradilan
dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan
arbitrase “terhadap pe€figadilan ddalah Sifar” kéTahasiannva karena
keputusannya tidakeipublikasikany’ Namun demikian penyelesaian
sengketa imeclalui arbitrase \masth Jlebih gdiminati daripada litigast,
terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.®®

Di samping keunggulan tersebut di atas, arbitrase juga
memiliki kelemahan yaitu jika putusannya tidak dilaksanakan secara
sukarela oleh pihak yang kalah, maka perlu dimintakan penetapan

pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut,” dan dalam

% 1.ihat penjelasan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

% Ramlan Gumilang, Transaksi Bisnis dan Perbankan [nternasional, (Jakarta: Salemba
Empat, 2007}, hlm. 26.



praktik pada saat eksekusi dilaksanakan.”® Selain itu, arbitrase belum
dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat
bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri,”’ masyarakat belum
menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan
perkaranva kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat
dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui
lembaga-lembaga arbitrase vang ada. lembaga arbitrase tidak
mempunyai daya /palisal_ataw. kewenangan melakukan eksekusi
putusannya, kurangnya gKepatuharD para pihak terhadap hasil-hasil
penyelesaian yang dicapandalant arbitrase, sehingga mereka seringkali
mengingkari dengartberbagai cara;baik dengan teknik menguiur-ulur
waktu, perlawanan-gugatan-pembatalan dan sebagainya, kurangnya
para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme exira
Judicidl] arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti
kejujuran dan kewajarhne2

Adaptm penyvelesainNkottlik “(sengketa) secara damai telah
dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad

yang lalu™. Diantaranya adalah melalui Badan Arbitrase Nasional

v LL.BHI dan PSH K, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami
darnt Menyelesaikan Masalah Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), him. 39.

! Sebagai contoh masyarakat masih banyak vang belum mengetahui keberadaan dan
kiprah dari [embaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS dan P3BI (Pusat Penyelesaian Bisnis
Indonesia).

7 Sie Infokum - Ditama Binbangkum, “Arbitrase”, dikutip dari Aup:/vw,
Jdihbpk go.idhwp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdl pada hari Sabtu tanggal 30 November
2013 jam 09.32 WIB.

" Timothy Lindsey, fmiroduction: an Overview of Indonesian Law, dalam Timothy
Lindsey (ed), /ndonesia Law and Society, (NSW: The Federation Press, 1998), him. 2,

wn
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Indonesia (BANI), yaitu lembaga independen yang memberikan jasa
beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-
bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
didirikan pada tanggal 3 Desember’® tahun 1977 atas prakarsa tiga
pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan
Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan
dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
yvang terdiri dari tgkoh-tokehAmasyarakat dan sektor bisnis. BANI
berkedudukan di Jakartagdengan pénvakilan di beberapa kota besar di
Indonesia termasuk; Surabayd, Bandung, Pontianak, Denpasar,
Palembang, Medan dan Batam.

Dalam meniberikan-dukingan kelembagaan yang diperlukan
untuk bertindak secara otonomi_dan independgn dalam penegakan
hukunt"dan Kkeadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata
cara sendiri, terntaSek batastii wak di mana Majelis Arbitrase harus
memberikan “putusan, JAturanthi_“dipefgunakan dalam arbitrase
domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.”

Tujuan didirikannya BANI adalah untuk memberikan
penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai

masalah perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat

sebagaimana dikutip Syahrizal Abbas, dalam Mediasi dalam Perspekiif Hukum Syari‘ah, Hukum
Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta; Kencana Media Group, 2009), him.283.

* Frans Hendra Winarta, Op Cir.. him. 96,

” Badan Arbitrase Nasional Indonesia, “Tujuan Dan Lingkup Kegiatan”, dikutip dari
Attp:/hvwe. bani-arb.org/bani_main_ind.html pada hari Jum’at tanggal 8 November 2013 jam
12.36 WIB.



nasional maupun internasional. Selain itu, BANI juga berwenang
untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion)
tanpa adanya suatu sengketa apabila diminta para pihak dalam
perjanjian.™

BANI vang dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia
harus tunduk dan patuh kepada hukum Indonesia. Selama ini praktik
arbirase banyak diatur dalam HIR, khususnya Pasal 377 HIR yang
menyebutkan bahiva |atbitrase dibenarkan dalam penyelesaian
sengketa yang terjadi amfarayparajpihak dengan tetap berpedoman
sebagaimana tersebut dalameBukuKetiga Rv. Dengan hal ini dapat
diketahui seacara yuridis formal hamyvh Rv yang diakui sebagai hukum
positif’ arbitrase, dgn’| rtatip Kemungkinan untuk memilih dan
menggunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv. Namun
keberadaan BANI teldl Menetobds sifat tertutup Ry tersebut dengan
memberlakukan béberapa-peratiwranyain, diantaranyva Undang-Undang
Republik | Indenesia {_ _Notor=3  Tahunl)968 yang meratifikasi
International Centre for Settlement of Investmen Disputes (ICSID) dan
Kepres Nomor 34 Tahun 1981 yang meratitikasi New York Convention
1959, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya
aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah tidak dipakai lagi.
Dengan demikian, sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan

institusi arbitrase permanen yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang

% Ricard Burton Situmorang, Aspek Hukum dulam Bisnis, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipia,
2007), him. 47.
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dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau hak
opsi menggunakan aturan Rv atau aturan lainnya.”’

Dengan kehadiran BANI, diharapkan dapat mempermudah
para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa serta yang tidak
kalah pentingnya adalah membantu pengadilan agar tidak terlalu
banyak menunggak utang penyelesaian sengketa perkara.”® Meskpin
demikian, masih banyak para pihak vang bersengketa tidak puas
dengan putusan BANILSHAlAni diketahui bahwa sebagian besar
perkara yang diputus oléh'oleh @rbiter BANI masih diajukan ke
pengadilan secara litigasi.79

5. Jenis Putusan Badan Arbifrase

Putusan arbitgr merupakan putusan yang mengikat para pihak
dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun
langsufig  dapat dilaksanakan.”” Peraturan dan prosedur Badan
Arbitrase Nasional™Indenésia* (BANI) tidak menentukan sistem
pengambilan Keputisan,/ juga tiddk, ditentuikan tentang syarat formil
dan mataeriilnya. Peraturan prosedur BANI dikeluarkan tahun 1977
dan diperbatki pada tahun 1980, sehingga peraturan prosedur BANI
masih berpedoman pada ketentuan Rv yang pada intinya mengenai

putusan arbitrase menentukan sebagai berikut:

7 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama,Cet. [, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), him. 462-463.

® Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Cet. 2, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2003), him.49,

™ Abdul Manan, Op Cit., him. 464.

¥ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hurufe.



1. Diputus menurut hukum positif yang berlaku
2. DBoleh diputus berdasar asas ex aequa et bono, apabila hal itu
secara tegas disepakati oleh para pihak.®

. . L 82
Pengambilan putusan berdasarkan sistem mayoritas®™ yang

L2

digabung dengan sistem ump:‘re.‘”

Putusan arbitrase syari‘ah baru dapat dilaksanakan apabila
ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999 [Fentang)Arbigrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) telah dip€nuhi, yaitu: Perfama, dalam waktu paling
lama 30 (tiga polulge haty’ tefhitung sejak tanggal putusan
BASYARNAS diucapkan, lembar:asli atau salinan autentik putusan
tersebut diserahkamdan didafiarkangleh arbiter atau kuasanya kepada
panitera Pengadilan Negeri vang daerah hukumnya meliputi tempat
tinggal* "Termohon ™ dalam™ “Penyelesaian “Sengketa  melalui
BASYARNAS. Kedilde=peftverahaw’ dan pendaftaran sebagaimana
dimaksud [dr afas, dilakukannderean pencatatan dan penandatanganan
pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan

Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan

5! Lihat Lihat Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),

8 Sistem mayoritas biasa juga disebut sistem party arbitrate, yaitu pengambilan putusan
dengan sistem suara terbanyak.,

5 Sistem wmpire pertama kali dianut oleh Arbitration Act 1950, Dengan sistem ini
seseorang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisthan di antara beberapa pengambil
keputusan dalam arbitrase. Dengan demikian terdapat seseorang sebagai wmpire atau wasit. Pada
dasarnya sistem ini adalah suara mayoritas, akan tetapi apabila tidak tercapai suara mayoritas
maka ketua arbitrase memiliki wewenang untuk menjadi wmpire dan memutus sendiri tanpa
memperhatikan pendapat arbiter lainnya. Lebilh lanjut periksa Mochammad Basharah, Prosecdur
Alternatif Penyelesaion Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Onlineg), (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011), hlm. 70-71.



tersebut merupakan akta pendaftaran. Ketiga, arbiter atau kuasanya
wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai
arbiter atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
Keempat, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, berakibat putusan
tidak dapat dilaksanakan. Ke/ima, semua biaya yang berhubungan
dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
Perintah  pelaksanaan putusan BASYARNAS  tersebut
dibertkan dalam ywaktiSpaling\ lama 30 (tiga puluh) hari setelah
permohonan ekseKusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnyagmenptti 4¢mpat tinggal Termohon dalam
penvelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Ketua Pengadilan
Negeri sebelum /migmperikan) | perintah  pelaksanaan, memeriksa
terlebih dahulu apakah: Perrama, persetujuan untuk menyelesaikan
sengketa melalui BASYARNAS termuat ‘'dalam suatu dokumen yang
ditandatangani ol¢h=para=pihaks Kedua, sengeketa yang diselesaikan
tersebut adalah Senglteta/dibidaig ekdfomitsyari’ah dan mengenai hak
yang menurut hukum dan menurut perundang-undangan Republik
Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Keriga,
putusan BASYARNAS tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memeriksa alasan atau
perimbangan dari putusan BASYARNAS tersebut. Perintah Ketua
Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan autentik

putusan BASYARNAS yang telah dibubuhi perintah Ketua



Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.®® Suatu putusan

arbitrase dikatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku jika

memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 54 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¥

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan arbitrase

sekurang-kurangnya hamisiatenvhat:

(1). Putusan arbitease harus memuat :

a.

meae o

=

h.

i.
J-

Kepala (putusan’ vang berbunyi "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN "TKETUHANAN YANG MAHA
ESAY, )

Namg lengkap danglamat para pihak,

Uraiamsingkal Senoketa,

Pendirian para pibak,

Nama lengkap dan alamat arbiter,

Pertimbangan dan kesimpulan_arbiter atau majelis
acbirasemengenaipkeselugihan Sengketa

Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat
perbedaan peAdapat dalam majelis arbitrase,

Anmar putusan,

Tempatdan tanegal putusan, dan

Tanda tanganarbiferatau wajelis arbitrase.

(2). Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah

seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia

tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3). Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam

putusan,

¥ Abdul Manan, Op Cir., him. 470-471,
8 Rachmadi Usman, Qp. Cit, hlm. 86.



(4). Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan
tersebut harus dilaksanakan.

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan
segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan
arbitrase.*®

Dalam putusan Arbitrase terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi, vaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil putusan
arbitrase antara [duy:, 'Pertaina, nlenyebut indentitas para pihak,
terutama mengenaj ama lengkap dan alamat, tempat kediaman para
pihak. Kedua, putisan ‘mengebut fempat putusan diambil.  Keriga,
putusan ditandatangant gemiua arbiter. Apabila minoritas arbiter
menolak menandatangani, putusan ity harus dijelaskan dalam putusan.
Penolakan minporitas _menandatangani_tidak mengurangi keabsahan
putusan. Adapun syvarat materitl putusan arbitrase yaitu: Pertama,
mencantumkan Kesimptilanpendirian setiap anggota arbiter. Kedua,
mengurailkan alasan perfimbangan, «etigd=merumuskan secara rinci
amar putusan.87

Dasar yang digunakan oleh arbiter dalam mengambil putusan
harus melihat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS), yaitu:

1. Ketentuan hukum

¥ pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
8 Mochammad Basharah, Op. Cit., him. 71,
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Ketentuan hukum yang dimaksud terbatas pada ketentuan dan
peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang yang
disengketakan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum hidup
dalam kehidupan atau kegiatan ekonomi, sosial, politik, agama
dan moral, sehingga menghasilkan putusan yang adil. Dengan
ketentuan ini, arbiter harus memberikan putusan berdasarkan
hukum, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum
yvang bersifdt memalda\(dhvingende regels). Hal sesuai dengan
bunyi pasal 631 R, vaiw: Para wasit menjatuhkan keputusan
menurut | urdeaiwran < | perundang-undang  Republik
Indonesia. |kecuall jika memuowt kompromi, mereka diberi
weywenang [wntik | mepniis) sebagai  manusia-manusia  baik
berdasar keadilan .

Aturan perundang-undangan = Republik  Indonesia yang
dimaksud' “@f" "simt © adalahV peraturan perundang-undangan
Republik_Indonesia Yang berkaitaii-langsung dengan bidang

hukum yang disengketakan %

o

Sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan

Pada dasarmya arbiter dalam memutus perkara wajib
berdasarkan ketentuan hukum. Ini berarti arbiter tidak dapat
memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et

bono). Putusan arbitrase yang didasarkan pada keadilan dan

% M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 299.
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kepatutan hanya dapat diambil arbiter apabila dalam
perjanjiannya dengan tegas menyebut bahwa para pihak
memberi kuasa atau wewenang kepada arbiter untuk
memberikan putusan yang demikian.

Sebaliknya, dalam hal arbiter tidak diberi kuasa atau
kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan
dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan
berdasarkary kaidah Zhttkum \material sebagaimana diakukan
oleh hakim|

Dalam “wamgka”™ memberikan putusan  arbitrase
berdasarkan%keadilan dan Kepatutan, maka arbiter mempunyai
hak untuk/spiehyampingkan| hukum fakultatif. Dalam  hal
tertentu, hukum memaksa harus diterapkan dan tidak dapat
disimpang! oleh arbiter. Demikian pula putusan arbiter ¢/a Rv
harus diantbil’ berddsarkan ‘pefaturan-peraturan hukum yang
berlaku, kecuali dalam Beijarijian Acbitrase telah memberikan
kekuasaan kepada arbiter untuk memutus menurut
kebijaksanaan.Sg
6. Upaya Terhadap Putusan Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase salah satu pihak yang bersengketa

dapat mengajukan upaya permochonan koreksi kepada arbiter atau

majelis arbitrase. Koreksi putusan Arbitrase (correction of the award

% Rachmadi Usman, Op. Cir., him. 91-92,



atau revision of the award)} terbatas pada perbaikan kekeliruan yang
bersifat administratif saja dan tidak mengubah sustansi putusan
au‘bitrasenya,90 seperti penambahan atau pengurangan dalam hal
pengetikan atau penulisan kata.
Koreksi terhadap putusan tersebut dapat dilakukan ap.abila:
l. Permohonan koreksi diajukan kepada arbiter atau

majelis arbitrase.

2. Pengajuarrpetmichonan koreksi dalam jangka waktu 14
(empat betas) hapi setelah putusan diterima.
3. Permohonafipk@reksi-disampaikan secara tertulis.

4. Permohonan /Koreksi>bisa salah satu atau para pihak
vang betsengketal

Koreksinya Jtecbatas terhadap kekeliruan administratif

A

saja.”’

Bahkan ‘'terffaddp™ ‘putusan™ drbitrase, para pihak dapat
mengajukan permolionan’ pembatalan.apabia‘putusan tersebut diduga
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,
setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau

dinyatakan palsu.

% Ljhat Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) beserta penjelasannya.
*' Ibid, him. 92-93.
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2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak
lawan; atau

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan
secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak hari penyerdhanl Sdam péndaftaran putusan arbitrase kepada

03 . .
7 Selanjutnya apabila permohonan

Panitera Pengadildn Négeri
dikabulkan, Ketual Pengadilan™Negeri akan menentukan lebih lanjut
dampak pembatalaisselurbiinya atanl sebagian putusan arbitrase dan
akan ditetapkan oleli " Kgtua“Pengadilan Negeri dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan.

Apapila dalam putusan tersebut terdapat upaya banding,
permohonan bandiftg” digjukan ke’ Maltkamah Agung untuk memutus
perkara pada tingkat‘pertama dan terakhig=Dalam hal ini Mahkamah
Agung diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung untuk
memutuskan permolionan banding tersebut.

Perlu diketahui suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal

disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah

2 Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

% Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
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satu pihak. novasi (penggantian suatu hutang yang ada dengan hutang
baru atau sebuah perjanjian untuk menggantikan pihak yang ada pada
kontrak dengan pihak baru. Semua pihak asli dalam kontrak harus
setuju dengan penggantian ini). insolvensi salah satu pihak (kondisi di
mana kewajiban keuangan sebuah perusahaan kepada para kreditur
melebihi asetnya), pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya

perikatan  pokok. bilamana pelaksanaan  perjanjian  tersebut

dialihtugaskan [);u‘m;IStkAkMchngun persetujuan pihak yang
7)) -
melakukan perjan sebut: atau berakhirnva atau

batalnya perjanjian

VISINOG@N
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“ Ibid, Pasal 10.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder” yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan yang
dibahas.”®

Penelitian hukum [gormatifjuea disebut penelitian hukum doktrinal.
Pada penelitian jenis ini) seringkali hukiim dikonsepkan sebagai apa yang
tertults dalam peraturan |pérundddgsundanigan (v in books) atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidalvataunornia yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang didnggap\pamtas

B. Pendekatan Masalah
Pendekatan®’ masatah “yang digumakan ‘dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, : Suaiw Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.

% Saefuddin Azwar, Merode Penelitian, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
2000, him. 91

%7 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengamtar Metode Penelitian Hukwm, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2008), him. 167.
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peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin
(ajr:n"a.n).98

Pendekatan sosiologis yaitu, penelitian terhadap pertimbangan-
pertimbangan elit kekuasaan politik dan partisipasi massa dalam pembuatan
dan penegakkan peraturan hukum.” Pendekatan sosiologis juga merupakan
pendekatan disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk
memecahkan masalah dalam penelitian hukum dengan membuat rekonstruksi
secara sistematis dan obyg€ktif dengan| cara mengumpulkan, mengevaluasi,
memvertfikasi, dan mensintesigkanhdata) atau fakta untuk memperoleh
kesimpulan yang kuat.'"’

Adapun pendekatanSyang Jdigunakan| dalam penelitian ini utamanya
adalah Pasal 49 Undang-Undang/Noinor3-Tahun 2006 tentang kewenangan
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‘ah. Selain
itu, beberapa Perundangan dai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Republik Indonesia Nohfer” 08=Talitine 2008% dan Nomor 08 Tahun 2010

sebagaimana pokgK masalali!

. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat

* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

{Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

99 o .
ibid
' Hysain Usman dan Purnomo Setiady sebagaimana dikutip Sidik Tono, “Wasiat

Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia”,
Ringkasan Disertasi Doktor, Yogyakarta: Program Pascasarjana {Imu Hukum Fakultas Hukum
Unversitas [stam Indonesia, 2013, him, 28,
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autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim., "
Adapun data-data tersebut adalah:
1. Sumber Data Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara
fain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama; 2). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
Tentang Ketentuan-Peokdk-Pokok Kekuasaan Kehakiman; 3).
Undang-Undang domep 30CTahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Pényelesaian® Sengketa; 4). Surat Edaran
Mahkamah| Agungl (SEMAJ [Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 2008-Tentang Blksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah; 3).
SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak
Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun
2008 Tentatre'Elseksi Putusan'Badan Arbitrase Syari'ah.
2. Sumber DataSekunder
Data sekunder yang merupakan data pendukung dalam
penelitian ini antara lain publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
02

atas putusan pengadilan.'

3. Sumber Data Tertier

199 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hikum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2006), him. 141,
192 1bid
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D.

Selain kedua data di atas, data tertier juga diperlukan
dalam penelitian ini. Data tertier adalah petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang
berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan
sebagainya. 103
Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kepustakaan atau fstudiSdokumen. Studi dokumen merupakan alat
pengumpulan data vang dilakukah melaluiCdata tertulis dengan menggunakan

konten analisis'™ berdasarkan berbagai sumber data di atas, baik primer,

sekunder maupun tertier.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mtstrumen biasa dikenal dengan alat bantu. Menurut
Suharsimi Arikunto, instrimen=penelitian merupakan alat bantu yang dipilih
dan digunakan oleh ‘penecliti,dalam™~kegiataniva mengumpulkan data dalam
bentuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen
pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti
dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebul menjadi sistematis
dan dipermudah olehnya.'®

Sesuai dengan jernis penelitiannya, maka yang menjadi instrumen

dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan alat

1% Zainuddin Ali, him. 106.
"’”_’ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986}, hlm. 21,
'% Suharsimi Arikunto, AManajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), him. 134.
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(instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya
wanusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta
mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu,

peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau parricipant observation.

106

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam [senelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu
peneliti menganalisis dan|menyajikan, datajsecara sistematik sehingga dapat
lebih mudah untuk dipahaini damsdisiipuikan dengan cara membandingkan
norma dan fakta yang terjadi.107

Deskriptif tersebut™melipitiisi|dan struktur hukum positif, yaitu
kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna
aturan hukunt®yvang ‘dijadikaf Tujukan dalam menyelesaikan permasalahan
hukum yang menjadi objek ka_iian.l08

Adapun metode vang digimakan dalanyfmienganalisis data dalam
penelitian ini adalah metode analisis konten (content analysis). Yaitu suatu
analisis ilmiah tentang isi/pesan suatu teks. Konten analisis menampilkan 3
syarat analisis, yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi

dengan berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Di samping

itu, secara teknis konten analisis mencakup upaya-upaya atau langkah-

196 L exy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitarif, Cet. 15, (Bandung: PT Rosdakarya,

2007), him. 9.

"7 Saefuddin Azwar, him. 6.
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 105.
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langkah berupa klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, dan

menggunakan kriteria sebagai dalil komunikasi, sebagai sumber prediksi.'"”

v
-
>
<

UNIVERSITAS
VISINOAN\ J

SAEDEY

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

' Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Y ogyakarta: Rake Sarasih, 1990),

hlm, 76-77.
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BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARI’AH

A. Sengketa Bisnis Syari’ah
Perkembangan pesat ekonomi syari’ah di Indonesia yang tidak
dibarengi dengan terbitnya regulasi pemerintah menyeluruh berdampak
pada timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaan sistem ekonomi
syari’ah di masyarakat” seperti ssengketa sengketa bisnis atau ekonomi
syari’ah.
Definisi ekononil;syari-ah-berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989/ Tentdng-Peraditan Agama adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain
meliputibank © syari’ah, Teénibaga” K€uangan” mikré™ syari’ah, asuransi
syari’ah, reasuransi Sya#l’ abereksasdand syari’ah, obligasi syari’ah dan
surat berharga, \berjangkal | menemgalt=syafi’ah, sekuritas syari’ah,
pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan
syari’ah, dan bisnis syari’al.! 0
Dari berbagal jenis kegiatan ekonomi syari’ah tersebut, yang dapat

menyebabkan timbulnya sengketa adalah karena akad yang tidak terpenuhi

"% Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa
tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah
lainnya.



atau perbuatan ingkar janji (wan prestasi)terhadap suatu perikatan''' antar
para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Eknomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 ayat
(1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukanperbuatan hukum
tertentu. Kemudian pada Pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri ataspihak
vang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.''?

Proses akad tenfunyaSmelahitkan\subjek dan objek hukum. Subjek
hukum adalah orang pérseosingan, persekutuan, atau badan usaha yang
berbadan hukum atau| jtidakgberbadanbhukunm yang memiliki kecakapan
hukum untuk mendukdng hak dan Kewajiban.'" Adapun objek akad
adalah amal’' atau Jasiayang-dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-
masing pihak''® bertujuan untuk _memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembaiigan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.’ 16

Ketentuan terhfdap akad yang sah*dalam konteks bisnis syari’ah

ialah sebagaimanaiditegaskan datant Pasal'28 KHES angka 1 — 3, yaitu:

"' Dijelaskan dalam Buku Ketiga Tentang Perikaian (Van Verbintenissen), Bab [
Perikatan Pada Umumnya, Bagian | Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1233 bahwa perikatan
lahir karena suatu persetujuan alau karena Undang-Undang dan Pasal 1234 bahwa perikatan
ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

"2 Mahkamah Agung (MA) RI, “Kompilasi Hukum Eknomi Syari’ah (KHES)", dikutip
darihup:/hinnv, badilag. net/data/khes/BUKU%201.pdf pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013
jam 16.12 WIB. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dikordinir oleh
Mahkamah Agung (MA) RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal
20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof.Dr. H. Abdul Manan, S.H., 5.L.P., M.Hum Setelah Uu
No, 3/2006 tersebut diundangkan.

13 Lihat Kompilasi Hukum Eknomi Syari’ah (KHES) Pasal | angka 2.

‘Hi1bid, Pasal | angka 9.

"“S1bid, Pasal 24.

"1bid, Pasal 25,



Akad yvang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan
syarat syaratnya

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan
syarat-syaratnya,letapi terdapat segi atau hal lain yang
merusak akadtersebut karena pertimbangan maslahat.

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau

syarat-syaratnya.

Hal-hal yang hdrus |dipethatikan\dalam akad adalah sebagaimana

terdapat dalam Pasal 21-KHES tentangrasas-asas dalam suatu akad. bahwa

akad dilakukan berdasarkan‘asas:

.

Sukarelaftkheivari | (setiap| akaa auakuxkan berdasarkan
kehendak-parapihak-danbukan karena keterpaksan)
Menepati jahji/amgnah” (setiap akad wajib dilaksanakan
oleh para pihak)

Kehati-hatian/ikhriyari_ (setiap  akad__ dilakukan dengan
pertinbangan=y angmarany)

Tidak berubah”(setiap akad memiliki tyjuan vang jelas dan
terhindafdafispekulasi)

Saling! “menguntéifighan Y(setiap akad dilakukan untuk
memenuhi kepentinganpara, pihak sehingga terhindar dari
manipulasi)

Kesetaraan/raswiyah (para pihak yang melaksanakan akad
memiliki  kedudukanyang setara, memiliki hak dan
kewajiban yang simbang)

Transparansi (akad dilakukan dengan pertanggungjawaban
para pihak secaraterbuka)

Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemampuan para
pihak)

Kemudahan/taisir (akad memberi kemudahan bagi masing-
masing pihak untukmelaksanakannya)

Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan)

Sebab yang halal (akad tidak bertentangan dengan hukum).

74



Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan
debitur, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.'"”

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya tepifadap, satu_orang lain atau lebih.''® Dalam suatu
perikatan pasti terdapat hak dasdd|Keavajiban meskipun tidak semua hak dan
kewajiban merupakan périkatanidalam arti hukum.Bahkan menurut Sayyid
Sabiq penghormatan terhadap| suatu perjanjian dalam Islam hukumnya
wajib, karena berpengaroly (fositif(dawn/[sangat besar perananva dalam
mengatasi  kemusykilan.  menyelesaikan  perselisihan  dan  dapat
menciptakan'kerukunaf.' 'L

Untuk itu apabiladsalah sat, pihakimelanggar janji (wanprestasi),
maka berdasarkan Pasal (38YKHES=dapat, dijathhi sanksi dalam bentuk
pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan
pembayaran biaya perkara. Adapun mengenai pembayaran ganti rugi,
ketentuan Pasal 39 KHES menyebutkan pembayaran ganti rugi dapat
dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan

ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan

"7 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), him. 180

5 Lihat Pasal 1313 Buku Ketiga Tentang Perikatan (Van Verbintenissen), Bab II
Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian Bagian | Ketentuan-Ketentuan Umum.

1" Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 11, (Bandung: PT. Al Ma’arif. 1987), him. 173,



alau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu
yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat

membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya tidak dibawah paksaan,

B. Regulasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syvari’ah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan bentuk
penyempurnaandari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.Terbifnyvas|Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
merupakan suatu manuver golitik vang tepat bagi penerapan hukum
perikatan I[slam di Indongsidgfidakssedikit negara-negara yang menempuh
jalan melalui lembaga peradilaniidalam menerapkan fungsi hukum sebagai
alat untuk merekayasa/sosial. teritama ‘pada saat political will di negara
tersebut sangat sulit diharapkan untuk mendukung penerapan sistem
perekonomidn syari’alf. 2

Undang-Undang-tetsebut=diperi€gas dengan Pasal 3 avat (3)
Undang-Undang Nomorp 14 Tahtw 1970 vang Berbunyi, “Semua peradilan
di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan
ditetapkan dengan Undang-Undang” Artinya vang berwenang dan
berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena
tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan

prinsip under the authority of law

1 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). him. xi
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Secara konstitusional penegakkan hukum hanya dapat dilakukan
oleh lembaga yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnyva
dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer,Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitust.

. Pengadilan Agama dan‘Kewenatigan Barunya

Pengadilan Aganra sebagaizsalah|satu dari empat pilar lembaga
peradilan yang ada di| Fadonesia| telah—memiliki kewenagan baru sejak
diundangkannya Undawng<Undang ||Nofmor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. ‘Kewenangan ‘tersebut® “tmerupakdan “bagian dariyurisdiksi
absolutnya, yaitu kewenanganugtekimenerima, memeriksa dan mengadili
serta menvelesaikan sengKetaldibidamereKonomi/bisnis svari’ah.

Bidang-bidang vang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana
diatur dalam1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diperjelas dalam Penjelasan Umum Angka 2 Alenia Ketiga Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wagqaf

dan shadagah.
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Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
diberlakukan, kompetensi asbolut Peradilan Agama sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 49 bertambah yaitu Peradilan Agama bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan
ekonomi syari'ah,

Yang dimaksud| enganfditara ¢rang yang beragama [slam dalam
Pasal 49 tersebut adalahfermasuk"termasuk orang atau badan hukum yang
dengan sendirinya memundukkan diri-dengan sukarela kepada hukum
Islam mengenai hal-hatoyane “mepjadi/ kewenangan Peradilan Agama
sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan
ekonomi syati’ah‘dalam Pasal 49 huref (1) adalahi ‘pérbtiatan atau kegiatan
usaha yang dilaksanaltan thenurutspringipSyari’ah, antara lain meliputi:
Bauk svatifah
Lembaga ketfangan niik¥o syari“ah
Asuransi syari’ah
Reasuransi syari’ah
Reksa dana syari’ah
Obligasi syari’ah dan surat berharga
Berjangka menengah syari’ah
Sekuritas syari’ah
. Pembiayaan syari’ah
10. Pegadaian syari’ah

11. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
12. Bisnis syari’ah.

\OOO‘-'-JC\UI-I:-L;JI\)H
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Mengenai objek sengketa, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 50
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yaitu; (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek
sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik
sebagaimana dimaksudfadaayat (1} vang subjek hukumnya antara orang-
orang yang beragamacIslam, [objekOsengketa tersebut diputus oleh
pengadilan agama bersama*samagpérkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49,

Ketentuan tersebut-iegas-memberi wewenang kepada Pengadilan
Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain
vang terkait”dengah objeK™Sengketa Sebagaimana diatur dalam Pasal 49
apabila subjek sengketaantara-orafigeorag ang beragama Islam.

Dengan démikian,(kewemangar tersebuibérsitat kumulatif dan bisa
dilihat secara alternatif.Dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan
Agama untuk memeriksanya, maka Pengadilan Agama juga harus
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disengketakan.Ini berarti
secara kumulatif Pengadilan Agamalah yang berhak memeriksa dan
memutus sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah. Sedangkan untuk
menyelesaikan perkara yang diputus Pengadilan Agama, Tergugat dapat

melaksanakannya secara sukarela tanpa perlu melalui Pengadilan Agama
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dan dapat pula melalui eksekusi putusan Pengadilan Agama sccara
sukarela.Dengan demikian, penyelesaian perkara, dalam hal ini melalui
eksekusi putusan Pengadilan Agama adalah opsional bukan kemestian.'?'
Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / 160 R.Bg, dalam hal
persengketaan suatu perkara yang tidak temasuk wewenang Pengadilan
Negeri untuk menyelesaikan, setiap saat tergugat dapat mengajukan upaya
tangkisan agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak berhak menangani
perkara tersebut dan oleh karenhavitu) Pengadilan Negeri karena jabatannya
harus menyatakan tidak befiweénang—mengadili perkara it. Adapun
mengenai tangkisan yang ‘akan _didjuléan oleh Tergugat, kecuali tetang
pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan secara terpisah, tetapi
harus diperiksa dan diputuskan’| berSama-sama dengan pokok perkara

sebagaimana ketentuan Pasal 135 HIR / 161 R.Bg.

Sumber Hukum FormilldanMaterviil Pengadilan Agama

Kewetangan baf yanyg dimiltky Pefigadilan Agama tentunya
menjadi tantangan tersendiri bahkan peluang bagi Peradilan Agama untuk
meningkatkan kemampuan dan eksistensinya meskipun belum sepenuhnya
dapat berjalan dengan: baik. Untuk itu sebagai pedoman dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di lingkungan Peradilan Agama,
perlu dicermati sumber-sumber hukum yang berkaitan yang memadai

sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:

12! Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Op.Cir.,hilm. 160.
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1. Sumber Hukum Formil (Acara) Peradilan Agama

Ketentuan mengenai Hukum Acara di Peradilan
Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan
Pelaksanaannya.Inipun baru sebagian kecil saja yang diatur
dalam kedua peraturan tersebut. Secara tegas, ketentuan
Hukum Acatsyangberlaku di lingkungan Peradilan Agama
baru disebutkafl sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989%Tentang Péradilan Agama yang tidak hanya
mengatiit tentahg |susunan dan kekuasaannya, tetapi juga

122 : . .
sebagaimana disebutkan

mengatir -Hukunt) Aeatanva
dalam Bab IV Pasal34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentaff@ Peradilan Agama bahwa Hukum Acara yang
berlakus=pada= Pengadilant dalam lingkungan Peradilan
Awama adalah Hokum AearaPerdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali
yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang
ini.'”

Adapun Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum dan

diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama ialah:

122 Abdul Manan, Penmerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
,Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 7.
12} | hat Bab IV Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.
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a. Reglement op de Bourgerlijke Rechisvordering (B.Rv)
Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv “ini-
diperuntukkan bagi golongan Eropa yang berperkara di
muka  Raad  van  Justitie  dan  Residentie
gerecht.Ketentuan ini ditetapkan dengan Staatsblad
nomor 1847 Nomor 52 dan Staatsblad nomor 63 yang
berlaku sejak | Mei 1848.'%

b. Inlandsch Reglement (IR)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan bagi
golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di
Jawa dan Madura, Setelah beberapa kali perubahan dan
penambahan ketentuan Hukum Acara ini diubah
namanya menjadi Her Herzienze Indonesia Reglement
(HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia
vang/dipesbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan
Staaishlad 1848 nomet 16 dan Staatsblad 1941 nomor
44,

c. Reclitsreglement loofde Buitengewestern (R Bg)
KetentvanggHukum ZAcara ini  diperuntukan bagi
golongan Bumi Puterd dan Timur Asing yang berada di
luar | Jawa gdan Madura yang berperkara di muka
Landraad=R Be—ditetapkan berdasarkan ordonansi
tanggal-t1 | Mei1927dan berlaku berdasarkan ordonansi
Il Met 1927 dan Staarsblad 1927 tanggal 1 Juli 1927,
dikenal sebagai ‘Reglement Daerah Seberang.

thy | Bilggearlijke, esh ook yoor ThdOnesia(B. W)

Kitab Undang-Undang Huktim Perdata ini juga menjadi
swper Hukumy, Agara) Perdata khususnya Bab [V
Tentang Pembtrktian, ‘Wang termual dalam Pasal 1865 —
1993,

o Nerbook van KephemdeleW vK)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ini
merupakan sumber Hukum Acara Perdata dan sebagai
sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK
diberlakukan dengan Sraarsblad 1847 Nomor 23
khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 272, 274
dan 2735. Selain itu juga terdapat Hukum Acara Perdata
yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan

'*' Menurut Abdul Manan, dihapusnya Raad van Justitie dan Hoogerechishof B.Rv
sudah tidak berlaku lagi. Tetapt oleh karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang
relevan dengan perkembangan Hukum Acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka
ketentuan-ketentuan yang didalamnya masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara
Perdata di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku juga di Peradilan Agama,
seperti surat gugatan, perubahan surat gugat. intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara
Perdata lainnya.



Kepailitan) yang diatur dalam Staatsblad 1906 Nomor
348.
f.  Peraturan Perundang-Undangan:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Tentang
Acara Perdata dalam hal banding bagi
Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura.
Sedangkan untu daerah luar Jawa dan Madura
diatur dalam Pasal 199-205 RBg.

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
telah diubah dan dirobah menjadi Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung RI yang memuat Tentang
acana sperdata\ dan hal-hal vang berhubungan
dengan kasasi| dalam1 proses berperkara di
Malikamah Augung RI.

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang
Pepadilan”Unium. Dalam Undang-Undang ini
diatur | mengenai susunan dan kekuasaan
peradilan di Jingkungan Peradilan Umum serta
prosédimmberacdra di dalamnya.

Sy-tUndang;Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinandan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksanaannya.

0) Undang:Undang Nomer %lahun 1989 Tentang
Petadilan Xecama. Dalam™Undang-Undang ini
ditegaskan bahwa Hukum Acara vang berlaku
padd Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama_ adalah Hukum Acara Perdata yang
beplaky 'pada™=Rengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur
secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

7) Inpres Nomor | Tahun 1991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang
terdiri dan tiga buku yaitu Hukum Perkawinan,
Kewarisan dan Perwakatan.

g. Yurisprudensi
Yurisprudensi atau himpunan putusan hukum terdahulu
yang dapat digunakan sebagai persepsi dalam
memutuskan perkara yang sama tidak serta-merta
dijadikan pedoman oleh hakim karena Indonesia tidak
menganut asas The Binding Force of Precedent,
sehingga  hakim  harus  berani  meninggalkan
yurisprudensi kalau dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan. Tapi apabila dianggap masih relevan



diperbolehkanhakimuntukmenggunakan
yurisprudensi.m

h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung
RI sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan
Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan Hukum Acara
dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan
hukum yang dihadapi oleh hakim dan tidak mengikat
bagi hakim.

i.  Doktrin atau I[lmu Pengetahuan
Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu
pengetahuan  banyak dipergunakan oleh hakim
Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu
perkafa, |tgrytama (hnu  pengetahuan hukum yang
tersebiit dalam kitabskitab Figh.'?

2. Sumber| HuKum Materiil Pengadilan Agama
a. Al-Qur'an dan As;Sunnah vang berkaitan dengan
miu amalaratalrekonomi [slam.

b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.
UndangsUndang Nontor 19<[ahun 1998 Tentang
Perbankan, beserta aturan pPelaksanaannya baik
Peraturan, Bank AIndonesia (PBI) maupun Surat
Bdaran Bank lideénesia (SEBI).

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang
Agraria,

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang
BUMN.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

' Menurut Abdul Manan, dalam Hukum Ekonomi Syari’'ah dalam Perspekiif
Kewenangan Peradilan Agama, sampai saat ini belum ada yurisprudensi (putusan Pengadilan
Agama) yang berhubungan dengan ekonomi syari’ah. Sementara ini baru ada empat buah putusan
dari Pengadilan Agama Purbalingga Jawa Tengah dan satu putusan Pengadilan Agama Bukit
Tinggi dan satu putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan sudah mendapat putusan kasasi
Mahkamah Agung. Selain dari itu, terdapat putusan pengadilan niaga tentang ekonomi
konvensional yang sudah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi ini dapat digunakan sebagai
bahan perbandingan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ekonomi syari’ah. Lebih lanjut
Manan mengungkapkan ada beberapa vurisprudensi dari pengadilan Sudan, Bangladesh, Bahrain
dan Qatar yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus pserkara ekonomi syari’ah yang saat ini sedang diterjemahkan ke datam bahasa Indonesia.

16 1hid him. 8-12.
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5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun [992Tentang
Perasuransian.

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992Tentang
Perkoperasian.

7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan atas Tanah besertaBenda-
benda yang berkaitan dengan tanah.

8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Fidusia.

9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS).

10) Beberapa Peraturan Pemerintah yang erat
kaitannya dengan Pertanahan, Perusahaan,
Perseroan \Terbgtas dan Pasar Modal.

c. Fatwd® Dewamy Syariiah Nasional Majelis Ulama
[IndonesiagfFatva D SN-MUI).
d. AkadPerjanjian (kontrak).

- 4. J 2
e. Perjanjian ([herrdsiongl.'?’

E. Hukum Aeara PenyeclesatanrSengk@ta Bisnis'Sy:ari®sh
Berdasarkan keteituan, Undangsndang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang perubahag atas) Undang:Undang=Nontox 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diberlakukan, Pasal 49 telah menegaskan
bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

'“’Dadan Muttagien dan Fakhruddin Cikman, Op. Cit, him.97-99. Di sini peneliti
menemukan perbedaan mengenai sumber hukum formil dan materiil. Menurut Abdul Manan,
Yurispuredensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum formil (hukum
acara), sedang menurut Dadan Muttagien dan Fakhruddin Cikman, merupakan bagian dari sumber
hukum materiil. Bahkan masih menurut Abdul Manan, penyelesaian sengketa bisnis syari’ah
melalui mekanisme pengadilan masih terkendala dengan beberapa hal, yakni belum tersedianya
hukum materiil baik yang berupa Undang-Undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para
hakim dalam memutus perkara. Selain itu, masih banyak aparat hukum yang belum mengerti
tentang ekonomi syari’ah atau hukum bisnis I[slam.Kemudian, belum tersedianya lembaga
penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syari’ah,



yang beragama I[slam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadagah, dan ekonomi syari'ah.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Hukum Acara yang
digunakandalam menyelesaikan sengketa bisnis syari’ah adalah
sebagaimana ketentuan hukum acara vang diberlakukan di Peradilan
Umum kecuali yang telah diatur secara khusus.'*®

Dengan demikian, Peradilan Agama dalam menangani perkara-
perkara ekonomi syarfahjSsecaraA umiym dan perbankan syari’ah'?
khususnya, sejak tahap awal pemesiksaan dilakukan hingga akhir putusan
dijatuhkan, secara gatis; bésat ke€nidan-ketentuan hukum acara yang
harus diterapkan tidak lain adafah|ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalamRecht  Reglement~Blifengeestern (R Bgydan Her Herzienze
Indonesia Reglement (HIR), termasuk ketentuan-ketentuan vang diatur
dalam Regfement "of " de" " Réchisvordering(Rv), KHU PERDATAerdata
(BW), Undang-Undang-Nomes 4*Tahtmv2004 Tentang Mahkamah Agung
dan Undang-Undang Nomor 8/ Tallurr2008%enfang Peradilan Umum serta
beberapa peraturan lain terkait dengan hal itu.

Penerapan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dimaksud
dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari’ah di
lingkungan Peradilan Agama jelas bersifat imperatif. Artinya, dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di

Agama.

% Lihat Bab IV Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian

** Mengenai ketentuan perbankan syari’ah dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah.
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bidang ekonomi syari’ah umumnya dan perbankan syari’ah khususnya,
Pengadilan Agama wajib menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara
Perdata sebagaimana yang belaku di lingkungan Peradilan Umum dan
apabila menyimpang dari kententuan-ketentuan tersebut berarti hal itu
merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai undue
process sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap batal demi

130
hulkum. ™

=

Hukum Acara Khusus_Penyglesaian Sengketa Bisnis Syari’ah

Dalam penjelasan Pasal”t07ayat| (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 Tentang Ketentuan:Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
vang masih tetap berlake-berdasarkankeétentuan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa
lingkungan Peradilan” Aganta’ adalalt salah “satg "@i” antara lingkungan
Peradilan Khusus sama<halnyafdengans/Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN), “wakm= melaksahakan fungsi kewenangan
mengadili perkara tertentu dan terhadap rakyat tertentu,'?!

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu

pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

3% Cik Basri, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama &
Mahkamam Syar 'iyah, (Jakarta; Kenecana Prenada Media Group, 2009), him. 124-123,

13! penjelasan lebih lanjut mengenai perkara tertentu dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.
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Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut berbeda
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata ‘Perdata’,
sehingga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, vang
berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentugang-diain dalean Undang-Undang ini”. 132

Perubahan Undang-Um@ahg Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama tentunyh memiliki Konsekuensi tersendiri bagi Peradilan
Agama yang awalnya hanhya menyelesaikan perkara perdata, tetapi tidak
demikian dengan lahirnyaUfidang{Undghg Nomor 3 Tahun 2006 telah
memberi  yurisdiksi baru bagi Peradilan Agama untuk menerima,
memeriksavdan mengadili serta‘menyelesaikan sengkera’dibidang ekonomi
syari’ah.

Peruballamn\Jin! dipandang |sebagai, lup%a pemberian landasan
yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki Peradilan Khusus yang
disebut dengan nama Mahkamah Syari’ah untuk tingkat pertama dan
Mahkamah Syari’ah Propinsi untuk tingkat banding sebagaimana diatur

dalam Pasal 3A dan penjelasannya jo.Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

132 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Op.Cir,him. 11.
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Selain itu, perubahan ini juga dianggap sebagai upaya sinkronisasi
terhadap peraturan sebelumnya yang lebih dahulu diundangkan, yaitu
‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh
Darussalam.'*®> Dalam penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama memperjelas kalimat ‘perkara tertentu’
vang terdapat dalam Pasal 3-Adan, Sekaligus memberikan batasan yuridis
kewenangan absolut| Peradid@ny Agama, yaitu: “Pengadilun Agama
merupakan salah saniCbadan peraditan pelaku kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan penegakkan—hukum dan keadilan bagi rakyat
pencari keadilun perkdrdfeviendd| anidra orang-orang yang beragama
Istam dibidang perkavwinan, kevarisan, wasiat, hibahwakaf, zakat, infuq,
shadagahsdan ekonomi syari=an.

Dengan penegasan _keéwenangdn Peradilan Agama tersebut
dimaksudkan| tntuk memberiltan dasarshukupiNkepada Peradilan Agama
dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut,termasuk pelanggaran atas

Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta

3 1pid, hlm.12.Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, sebenarnya tidak lazim

mendahulukan peraturan organik dari peraturan pokoknya, karena tidak jarang idealisme hukum
organik sudah tertinggal bila dibandingkan dengan interval waktu dan interaksi sosial yang
mengitari pemberlakuan peraturan tersebut.
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memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan
kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan ganun.'*

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penegasan kewenangan
Peradilan Agama tersebut untuk memberikan dasar hukum kepada
Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, termasuk
pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya serta memperkuat landasan Mahkamah Syari’ah dalam

melaksanakan kewenap@annga di, bidangyinayah berdasarkan ganun.'”

. Prosedur Penyelesaian Sengketa-Bisnds|Syari’ah

Sebagaimana ketentuan| hukuir |acara perdata yang berlaku di
lingkungan Peradilan Agamaadalali-s¢bagaimana yang diberlakukan di
lingkungan Perdadilan Umum, maka dalam menyelesaikan sengketa bisnis
svari'ah jtiga berlaku asas™itikum perdata yaitu hakif bersifat pasif yang
mengandung arti balma® halkimr™=wajibvmengadili seluruh tuntutan dan
dilarang menjatthkan putusan terbradap sesualiyvang tidak dituntut atau
mengabulkan lebili dari pada yang dituntutkan.**Kemudian ditegaskan
lagi dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

'*! Mengenai Qarun dan pelaksanaanya di Nangroe Aceh Darussalam dapat dilihat dalam

Pasal | angka 2[ dan angka 22 Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor [ ] Tahun
2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

13 Ibid him. 12-13. Masih Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Peradilan Agama

tidak hanya berwenang menyelesaikan perkara perdata, tetapi juga perkara pidana yang berkaitan
dengan pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sanksi Jinayah
terhadap pelanggaran Qanun di Nangroe Aceh Darussalam.

136 Lihat Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg.
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I. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian.

Berdasar ketenpan, —tersebut dapat dipahami bahwa terhadap
perkara yang diajukan ke pedgadilan’ termasuk dalam hal ini perkara
perbankan syari’ah vafig diajukans ker Pengadilan Agama, pengadilan
tersebut tidak punya pililian selain harus-menyelesaikannya. Ia tidak boleh
menolak mengadili perkara(yng digjlikan dengan alasan hukum tidak ada
atau tidak jelas karena hakim dianggap tahu hukum (ius curia novi).

Terhadap “perkara‘perkara S vang | diajukan® Re="pengadilan, sesuai
dengan ketentuan tersebiiy penyglesaianpya hanya ada dua kemungkinan,
yaitu:  Pertaniey Ndiselesafkap "melalu “perdapiaian. atau apabila tidak
berhasil maka; Kedua, diselesaikan melalui persidangan  (litigasi)
sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedua cara inilah yang
harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara
di bidang ekonomi syari’ah umumnya dan perbankan syari’ah khususnya
yang diajukan kepadanya.'’’ Prosedur penyelesaian sengketa bisnis atau

ekonomi syari’ah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu;

Y7 Cik Basri, Op. Cit., him. 126-127.
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1. Melalui Lembaga Perdamaian (Non Litigasi)
a. Perdamaian
Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana tersebut dalam
berbagai kitab Figh merupakan satu doktrin utama hukum

I[slam dalam bidang mu’amalah untuk menyelesaian suatu

sengketa, dan ini sudah merupakan condition sine quo non

dalam kehidupan masyarakat manapun karena pada hakikatnya
perdamaian/bukan suatu pranata positif belaka, melainkan
lebih berupafitrah@ariumanusia. '

Sudah; memjadisasas | dalam Hukum Acara Perdata
bahwa pehgadilad | (hakim) wajib mendamaikan pihak
berperkara, ¥ A4 fint mengharuskan pengadilan (hakim) agar
dalam menangani perkara perdata yang diajukan kepadanya
terdebilt’ dahule=berupaya~niendamaikan™kedua belah pihak
berperkara diJpersiddngan) Wpaya mendamaikan kedua belah
berperkara addlal) scsdareyane, impekaiive (wajib dilakukan).
Kelalatan hakim menguapayakan perdamaian bagi kedua akan
mengakibatkan bataluya pemeriksaan perkara tersebut demi
hukum.'*

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan
hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang

ekonomi syari’ah umumnya dan perbankan syari’ah khususnya

'fs Abdul Manan, Op., Cit. him. 437.
%9 Arto, sebagaimana dikutip Cik Basri, hlm. 127.
"9 Harahap, sebagaimana dikutip Cik Basri, hlm. 127,
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di lingkungan Peradilan Agama, paling tidak ada dua ketentuan
vang harus diperhatikan, yaitu: ketentuan Pasal 154 R.Bg/130
HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01
Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.'*!

Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jelas disebutkan:

a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses
penyglesaran sengketyvang lebih cepatdan murah, serta
dapat_memb@rikan akses yang lebih besar kepada para
pihakmenemukans/penyelesaian yang memuaskan dan
memefiuhi rasakeadian.

b. Bahwa~pétgintefdiasidh mediasi'™™ ke dalam proses
beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu
mstfumerr= efektiP=mengathsi *itasalah penumpukan
perkara) L.di /~pengadilanserta  memperkuat  dan

memaksimalkan [=fangsiy lefibaga pengadilan dalam

"' Menurut Cik Basri, hingga. saat ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam
upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Gg/130 HIR telah dua kali
mengalami penyempurnaan, Pertama kali terbit dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung
(8EMA) Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai. Kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA Nomor 01 Tahun 2008
Tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi atas PERMA Nomor 02 Tahun 2003,

% Pengertian mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 adalah
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi harus didasari oleh niat atau
i'tikad baik sebagaimana ketentuan Pasal [2 ayat (1) vaitu para pihakwajib menempuh proses
mediasi dengan i’tikad baik., dan avat (2), salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses
mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan i’tikad tidak baik.
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penyelesaiansengketa di samping proses pengadilan

yang bersifat memutus (ajudikatif).

c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR
maupun Pasal 154 R.Bg,mendorong para pihak untuk
menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat
diintensifkandengan cara mengintegrasikan proses
mediasi ke dalam prosedur berperkara diPengadilan
Negeri.

Ketentuan Pasall >4 R.Bg atau 130 HIR adalah anjuran
untuk berdamai\secara stikarela bagi para pihak bersengketa.
Akan tetapi Bila keténtuan tersebut tidak tercapai hakim dapat
menggunakan-ckekuasadmvg| untuk memerintahkan kedua
belah pihak menggunakan bantuan mediator sebagaimana
diatur'dalam PERMA Nomor O Tahun 2008. Mediator adalah
orang vang.dipilih, paraypiliak luntuk bertindak sesuai dengan
keteruan yvano berlaku-vaiti=Pasal’8 avat (1) PERMA 2008,
antara lain:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada
pengadilan yang bersangkutan.

b. Advokat atau akademisi hukum.

¢. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak
menguasai atau berpengalaman dalam pokok

sengketa.
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d. Hakim majelis pemeriksa perkara.

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam
butir a dan d, atau gabungan butir b dan d,
ataugabungan butir ¢ dan d.

Dalam ayat (2) disebutkan jika dalam sebuah proses
mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian
tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator
sendiri. Syapat formakh seoranyg mediator dijelaskan dalam Pasal
> tentang Sertifikdsi Wlediator. Ayat (1) menegaskan syarat
wajib vang harus dimilikiZoleh mediator berupa memiliki
sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan
vang diselenggarakan olellembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.Akan
tetapi jtka dalamwilayah™sebuah Pengaditan tidak ada hakim,
advokat, akademisi ArmkuwinNdan profest bukan hukum yang
berseruftkal mediatoymaka bevlakulah avat (2) yakni hakim di
lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang
menjalankan fungsi mediator,

Apabila proses mediasi berhasil dan mencapai
kesepakatan para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 17 harus diberlakukan, antara lain:

a. Jika mediasi menghasilkan  kesepakatan

perdamaian, para pihak dengan bantuan
mediator wajib merumuskan secara tertulis



kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani
oleh para pihak dan mediator.

Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili
oleh kuasa hukum, para pihak wajib
menyatakan secara tertulis persetujuan atas
kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani
kesepakatan, mediator memeriksa materi
kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum
atau vang tidak dapat dilaksanakan atau yang
memuat iktikad tidak baik.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada
hakim pada hari sidang vang telah ditentukan
untuk nfemberitahukan kesepakatan
perdamaian.

Paga® pihak —dapat mengajukan kesepakatan
pécdamaian Gepada  hakim  untuk  dikuatkan
dalam bentuk4ikta perdamaian.

-Jikapara pihik|tidak menghendaki kesepakatan

perdamaian —dikuatkan dalam bentuk akia
perddniaian,—kesepakatan perdamaian harus
meinuat| kipgsila pencabutan gugatan dan atau
Klausulavang menyatakan perkara telah selesai.

Akait tetapiibila fidald eicdpdikesepakatan, maka Pasal

18 diberlaketkan, yvaitw

a.

Jika_ setelah batas waktu maksimal 40 (empat
puluh) hart kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu
menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-
sebab yangterkandung dalam Pasal 15, mediator
wajlb menyatakan secara tertulis bahwa proses
mediasi  telahgagal dan  memberitahukan

kegagalan kepada hakim.
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b. Segera setelah menerima pemberitahuan
tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan
perkara sesuaiketentuan hukum acara yang
berlaku.

¢. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim
pemeriksa perkara tetap berwenang
untukmendorong atau mengusahakan
perdamaian  “hingga  sebelum  pengucapan
putuSan:

d.;; Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud
dalam layat 3) berlangsung paling lama 14
tempat belas)hari kerja sejak hari para pihak
menyampaikan keinginan berdamai kepada
Irakim peniefiksa perkarayafig bersangkutan.

Apabilaikedua=upavasdi alas berhasil, baik upaya atas
dasarketenthan BasallS4=R Bg atatl 130 HIR ayat (1) maupun
upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator
sebagaimana diatur dalam PERMA Tahun 2008, maka
penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua kemungkinan.
Pertama, para pihak sepakat membuat perjanjian/persetujuan
(akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya seperti digariskan
Pasal 17 ayat (6); atau Kedua, para pihak sepakat membuat

membuat suatu perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan
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kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan
perdamaian sebagaimana digariskan dalam Pasal 159 R.Bg /
130 HIR ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (5) PERMA.'®

Dalam hal para pihak tidak sepakat menyelesaikan
perkaranya secara damai dengan mencabut perkaranya
tentunya tidak ada masalah yang berarti, dalam hal ini hakim
tinggal membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara
selesai kargna dic¢abut/para\pihak. Namun, dalam hal para
pihak membuat sdatupersetjuan perdamaian yang kemudian
diajukan kepadaShakim”untuk dijadikan putusan perdamaian,
sebelum |Menerima| dans | menguatkan  perjanjian  atau
perdamaian*terseblt tiienjadt putusan perdamaian, hakim harus
terlebih  dahulu meneliti  secara seksama persetujuan
perdamaian vang dibuat para pihak, apakah telah memenuhi
syarat seSuaidengar Ketentudnthukum yan berlaku.'*

Adaplin syarat-svaral vang hanus diperhatikan berkaitan
dengan perjanjian perdamaian tersebut antara lain diatur dalam
Buku Ketiga Bab Kedelapan Belas KUH Perdata yakni Pasal

1851'" sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas

"3Cik Basri, Op. Cit., hlm. 141.

“bid

45 Bunyi Pasal 1851 KUH Perdata : Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi
bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak
mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu
perkara bila dibuat secara tertulis.
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perjanjian.'*®  Syarat-syarat perjanjian atau persetujuan
perdamaian antara lain persetujuan perdamaian harus atas
kemauan kedua belah pihak, persetujuan perdamaian harus
mengakhiri sengketa, persetujuan perdamaian harus berbentuk
tertulis, dan persetujuan perdamaian harus melibatkan seluruh
pihak berperkara.'®’

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dimintakan
banding sesfiai dehgan ketentuan Pasal 43 ayat (I} Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985, juga tidak dapat dimintakan
kasasi. Manfaat dark patesan’perdamaian:

a4 Putusan tersebut bersumber pada kesepakatan
parapiliak jrang bersengketa (win-win solution)
b. Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum
fetap, karefdnya jika ada pihak yang lalai atau
tidak Oersedid/melaksanakan putusan tersebut,
maka “atas=perfmohodan pihak lainnya putusan
dapat dieksekusi oleh pengadilan.
c. Secara tidak langsung membatasi perkara-
perkara kasasi."*®
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dapat

"¢ Harahap, sebagaimana dikutip Cik Basri dalam Penyefesaian Sengketa Perbankan

Syari‘ah di Pengadilan Agama & Mabhkamam Syar’ivah, hlm. 142,
"7 Ibid, him. 142-143.
% Abdul Manan, Op., Cit. him. 441.
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dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik
dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan
institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-
Undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi
kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah
sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi,

mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.!**

Melalui Lembaga Pepadilan (Liitigasi)

Sebeluni umenangani” pérkara ekonomi syari'ah, sudah
seharusnya hakinrmempglajari grlebih dahulu berkas perkara yang
masuk untuk diketahuy 'substanst//dan hal ikhwal yang senantiasa
ada menyvertai substansi perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk
menentukan arah jalannya pemeriksaan dalam proses persidangan
nantinya. UntuRsitu=hakiil hdrus” memperhatikan hal-hal penting
berikut inr?

1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara

yang mengandung klausul arbitrase.

Hal ini penting dan harus dilakukan dengan tujuan agar
pengadilan agama tidak melampaui batas kewenangan
absolutnya. Jika perkara tersebut mengandung klausula

arbitrase, maka tidak perlu lagi bagi hakim untuk

“9rbid,
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melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian

karena jelas perkara itu bukanlah kewenangan

absolutnya, termasuk dalam mengupayakan

perdamaian.'*®

2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari
kerjasama antar pihak.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternvata
perkdra ticlald wengandung klausula arbitrase, maka
pengadilanf lagama) | dapat  melanjutkan  dengan
mengupayakanspérdamaian bagi para pihak.Jika upava
perdamaian) tersebutstidak berhasil, hal penting vang
harus dilakOkan adaldh mempelajari lebih jauh tentang
perjanjian atau akad yang mendasari terjadinya
sengketd dengan berpijak pada aspek hukum perjanjian.

MenuftitSalaimsebagaimana dikuti Cik Basri,
hukuni perjanjiamrvangsdapaldigunakan sebagai acuan
adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal
1233 — Pasal 1864 vang disebut dengan perjanjian
nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur
dalam KUH Perdata, seperti kontrak production
sharing, joint vemture, leasing, beli sewa, franchise,

kontrak rahim dan lain-lain yang disebut dengan

10 cik Basri, Op. Cir., hlm. 145-146.
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perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul,
tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik
kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan di atas tentu saja harus
relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian
dalam Islam baik yang diatur dalam Al-Qur’an , As-
Sunnah atau pendapat (fatwa) ulama dibidang
tersebut. |2

Prinsip | ttamad yang harus benar-benar dipahami dan
diperhatikan dalam “menanganiZperkara ekonomi syari‘ah adalah
dalam proses| Zpenyglesaian —perkara tersebut tidak boleh
bertentangan dengan| pringip/syari’ah. Hal ini merupakan prinsip
fundamental dalam menangani dan menyvelesaikan perkara
ekoriomi svar’’ah “Klnsusnyasengketd perbatikan syari’ah seperti
ditegaskan Pasal.d ayat {7)jol Pdsal 2 Undang-Undang Nomor 21
Tahun| 2008 daldm Jméujatankans Kegiatan usahanya tidak lain
berdasarkan prinsip syari’ah.'

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa prosedur hukum
acara vang digunakan peradilan agama adalah sebagaimana yang
berlaku di lingkungan peradilan umum- dimulai dari pemeriksaan
jenis perkara perdata, pembacaan surat gugatan penguggat, jawab-

menjawab  dan replik-duplik.  Selanjutnya adalah proses

“Ubid, him. 148.
12 1bid, him., 149.



pembuktian para pihak dan kesimpulan kedua belah pihak yang
merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di
persidangan.

Selanjutnya, untuk mengambil putusan dalam rangka
mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut,
hakim harus melakukan konstatir, meng-kualifisi, dan meng-
konstuir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan yang
disusun dalam seBuaheputusan (vonis) hakim."

Meng-koustatipfartinya menguji benar tidaknya peristiwa
atau fakta vyang digjukan’ para pihak melalui pembuktian
menggunakan alat-alat Bukti vane sah menurut hukum pembuktian.
Hal ini harus divraikan secara-istematis dalam putusan hakim
pada bagian duduk perkaranya, antara lain:

a) Nlenterikasa®identitas’ para “pihak, termasuk kuasa
hekumnya jika ada,

b} IMengupayakeay / perdamaian  bagi para pihak
berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/
1300 HIRy fdanfatau shielalui  upaya mediasi
sebagaimana PERMA Nomor | Talhun 2008.

¢) Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai
perkara.

d) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang
dikemukakan para pihak.

e) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap
fakta atau peristiwa.

f) Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di
persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian
yang diatur dakan hukum acara perdata.

g) Memeriksa jawaban,sangkalan, keberatan, dan
bukti-buktt pihak lawan.

h) Mendengar kesimpulan masing-masing pihak.

B31bid him. 152,



1) Melakukan pemeriksaan di pe‘r.sidam;an sesuai
dengan hukum acara yang berlaku.

Meng-kualifisir artinya menilai peristiwa atau fakta yang
telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan
hukumnya bagi peristiwa yang telah di-konstair. Hal ini harus
diuratkan dalam  putusan hakim pada bagian pertimbangan
hukumnya, antara lain:

a) Merumuskan pokok perkara tersebut.
b) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
¢) Mempertimbangkan beban pembuktian.

d) mnmﬂ‘hsq\ keabsahan peristiwa atau fakta
gt (ta hukanh.

secara logis, kronologis, dan
hukum  menurut  hukum

Jawaban,  keberatan  dan
1 serta bukti-buktl lawan sesuai

g) I\Mg’nm;@lgnn hukum peristiwa-peristiwa
L&MIJ SNl ikti dengan petitum.

Merumuskan  hukumnya, baik  hukum  tertulis

l )NIVERﬁIlT ﬁ s zan menyebutkan
© 1) §1lvcl [IDEd ngkan ‘mn a perkara.

Menvkonsmuu vakni menetapkan hukum atas perkara
{ersebul,mmg !M]E S I ~

a) Menectapkan hukum atas perkara tersebut dalam

amar putusannyva.
b) Mengadili sebatas petitum vyang ada. kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang.

5 154
¢) Menetapkan biayva perkara.’’

" Arto, sebagaimana dikutip Cak Basir, hlm. 152-154.
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BAB YV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Peran  Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan

BASYARNAS

Peran Pengadilan Negeri dalam proses penyelesaian sengketa
melalui arbitrase berdasarkan—Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan |Adternatif -Penyelesaian Sengketa (APS) meliputi
tiga hal, vaitu pada saatproses ashitrase,| pada waktu pelaksanaan putusan
arbitrase, dan apabila tegjadi pembatalaf putusan arbitrase. Putusan Badan
Arbitrase Syari’ah Nasienal (BASYARNAS) sifatnva sama dengan badan
arbitrase lainnya. yaitu final dan mengikat. Al(&n tetapi bila para pihak
tidak melaksanakan putusan piitUsan i secaf=stikaréla atau berkeberatan
atas  putusan tersebutsy maka/ Rengadilan Negeri berperan sebagai
pelaksananval

Adapun bila terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut
seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka berdasarkan
ketentuan undang-undang di atas, upaya tersebut dapat dilakukan apabila
diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70, yaitu surat
atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil

ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh
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pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.'*

Akan tetapi undang - undang tersebut hanya membedakan antara
putusan Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional, bukan
BASYARNAS. Bahkan undang-undang tersebut menegaskan Pengadilan
Negeri sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase (Nasional) diajukan ke Pengadilan Negeri,
bukan Pengadilan Agaifia. PadalaMUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Juga telah menetapkair Pefigadilan CAgama merupakan pihak yang
berwenang menjalankan Ketentua® terdebut'™® sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 54 Undangs Undang Nomtor 7 Tahun 1989 yang mengatur
hukum acara yang berldk{jdi Pengadilan/Agama.’>’

Upaya permohonan_pembatalan putusan arbitrase harus diajukan

secara tertiilis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

hari penyerahan dan‘-pendaftdian® butlisan arbitrase kenada Panitera

'** Dalam penjelasan Pasal 70, dijelakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan
terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila
pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau
menolak permohonan.

"* Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Perkara tertentu
yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi
syari’ah.

%7 Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berbunyi “Hukum acara vang berlaku
pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku
pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali vang telah diatur secara khusus
dalam undang-undang ini.”
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Pengadilan Negeri.'*®

Selanjutnya permohonan pembatalan putusan
arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila
permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan
lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase
dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan Pengadilan
Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung vang
memutus dalam tingkat |pertamha dan terakhir. Mahkamah Agung
mempertimbangkan serta memutuskanCpermchonan banding sebagaimana
dimaksud dalam ayat |(4) dalamgwakta paling lama 30 (liga puluh) hari
setelah permohonan bariding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.'”’
Berdasarkan kétgrangan~tersebut, maka kompetensi relatif' atau
kewenangan untuk melaksanakan  putusan BASYARNAS adalah
Pengdilan"Agama agar makna dan substansi Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Fentang ‘Perbankan Syari’ah ayat (3) bahwa
penyelesatan séngkéta pecbankamsyari all tidalkbeleh bertentangan dengan
Prinsip Syari’ah dapat tercapai karena tidak mungkin diselesaikan hanya

dengan Surat Edaran Mahkamah Agug (SEMA).

1% Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (APS) Pasal 71.
19 Ibid, Pasal 72. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan pertama dan terakhir,

artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh jika ada pihak yang keberatan,
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B. Dasar Hakim Pengadilan Negeri Menerima dan Memeriksa
Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS
Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Negeri dalam
menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS
adalah: Pertama; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam penjelasan
Pasal 72 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan “Ketua Pengadilan
Negeri diberi wewenghg |mntuk omeneriksa tuntutan pembatalan jika
diminta oleh para pthaks;-dangmengatunakibat dari pembatalan seluruhnva
atau sebagian dari putusamgparbiffasé |bersangkutan. Selain itu juga
dijelaskan dalam Pasal=70 vaitu permohonan pembatalan hanya dapat
diajukan terhadap putusantarbitrase) yang|sudah didattarkan di pengadilan.
Alasan-alasan permohonan pembatalan vang disebut dalam pasal ini harus
dibuktikaifdengan putusaii pengadildn. Apabila pefigadilan menyatakan
bahwa alasan-alasan’ tessebut=térbukt atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakamnsebagar-dasa’ pertimbangan bagi hakim

"0 Kedua, Pasal 59 Ayat

untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang berbunyi, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan

"% Mengenai hal ini, peneliti melihat adanya kontradiksi antara Pasal 70, 71 UU No.
30/1999 dengan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase
diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Disini
terlihat jelas sekali betapa singkatnya waktu atau hari yang ditentukan untuk mendapatkan
pembuktian yvang diputuskan oleh pengadilan pengadilan karena proses dari penyidikan,
penuntutan, acara persidangan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan membutuhkan waktu
yang cukup lama.
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arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
Ketiga, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syari'ah, yang berbunyi “Dalam hal para pihak telah
memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Lahirnya pasal tersebut memberikan celah kepada para pelaku
ekonomi syari’ah untuk mémilik péngadilan lain selain pengadilan agama
apabila terdapat sengketa di dalammya.(Padahal telah diatur secara eksplisit
dan jelas mengenai kompetenst Peradilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i)
Undang-Undang Nomofs3 Tahun2006tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 fentang Beradilan Agama. Di bagian penjelasan
disebutkan, yang dimaksud dengan_ekonomi svari’ah adalah perbuatan
atau kegiafan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain
meliputi bank syari*ahy Jembaga® kevangan mikro syari’ah, asuransi
syari’ah, reasurangi_syani’ah, reksfdana syaiizab, obligasi syari’ah dan
surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah,
pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan
syari’ah, dan bisnis syari’ah.

Selain itu, ditegaskan juga di dalamnya bahwa penyelesaian
sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan
juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya.Yang dimaksud dengan “antara

orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan
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hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada
hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan
Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.'®

Meskipun demikian, atas perubahan kewenangan Peradilan Agama
tersebut, hal ini dapat dilihat sebagai wujud penerapan dari asas
personalitas kelslaman yang menyatakan bahwa terhadap orang Islam
berlaku hukum Islam, sejatinya apabila terjadi pelanggaran dan/atau
sengketa diselesaikan menuritiukum Islam oleh Hakim Peradilan Agama.
Asas personalitas kelslanfan mielakat| pada perkara sebagai dasar
penentuan kekuasaan PéradifanfAgama; bukan melekat pada pihak-pihak
yang bersengketa.]62 KNeempay, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08
Tahun 2010 TentangsPenegasan' ‘Fidak Berlakunya Surat Edaran
Malhkamah ;Agung (Nopke. 08=Tahun, 2008 Tentang Eksekusi Putusan
Badan Arbitrase Svari'ah. Sebelumnya, dalam SEMA Nomor 08 Tahun
2008 angka 4 (empat) disebutkan -dalam hal putusan Badan Arbitrase
Syari'ah tidak' dilaksanaken! sécaia. sukarela;\maka putusan tersebut

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan vang berwenang atas

permohonan salah sati pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai

161 Adanya dualisme ini, Mahkamah Konstitusi (MK} telah mengelvarkan putusan

bernomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara
nasabah dan pihak bank. Akan tetapi putusan MK tersebut belum dapat sepenuhnya memperkokoh
kompetensi absolute Peradilan Agama, karena masih menyisakan persoalan krusial yaitu belum
ditetapkan perihal eksekusi putusan Basyarnas, apakah dilakukan oleh Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri.

162 A. Mukti Arto, sebagaimana dikutip Ramtan Yusuf Rangkuti, “Sistem Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Isfam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang™, Asy-
Syir’ah, No. 11, (Juli-Desember 2011), him. 1446, kolom, 4.
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dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama
juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di bidang ekonomi syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agamalah
yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase
Syari'ah. Akan tetapi hal ini dihapus dan dinyatakan tidak berlaku dengan

terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tersebut.

. Konsep Menemukan “Jalai Kelnar ‘Perbedaan Dasar Hukum untuk
Menerima Permohonith Pemba@talan Putusan BASYARNAS

Adanya perbedaan dasarx hukum dalam menerima permohonan
pembatalan putusan BASYARNAS ‘berakar pada pemahaman subjektif
hakim terhadap  ketentvan_dan.hierarki _undang-uadang vang mengatur
mengenai hal tersebut. Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, dasar yang
digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri untuk menerima dan memeriksa
permohonan [penibatalan, pttusan,. BASYARNAS adalah undang-undang
dan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Maka untuk menemukan
jalan keluar perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan
pembatalan putusan BASYARNAS perlu dianalisis dengan beberapa teori
yang relevan, seperti teori hukum Sryffenbau Hans Kelsen. Menurut teori
ini, agar hukum dapat diberlakukan maka hukum harus dikembalikan
kepada hukum yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu adanya cita-cita

hukum (rechisidee) yang merupakan norma abstrak, adanya norma antara
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(tussen norm, generelle norm, law in books) yang dipakai sebagai
perantara untuk mencapai cita-cita hukum, dan adanya norma konkrit
(concrete norm), sebagai hasil dari penerapan norma antara atau
penegakkannya di pengadilan.

Keberadaan lembaga negara di Indonesia sebelum amandemen
UUD 1945 diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
mengenai Sumber Teptib Hiikumi/Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-tndangd@n|Rl. Dalam ketetapan tersebut terlampir
skema susunan kekuasaan ‘negaiasR] 4ang menempatkan MPR sebagai
lembaga tertinggi di basyah UUD. sedangkan Presiden, DPR. BPK, DPA

'3 Akan tetapi Ketetapan

dan MA sebagai [embaganegata“di hatvah MPR.
MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah dicabut berdasarkan Pasal 7
Ketetapan*MPR Nomor IMI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Peruifidahg=indafigan,

Ketetapam\yIPR/Nomor NI/MPR/2000mienetapkan bahwa hierarki
atau tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
adalah:

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

'3 Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan RI.
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5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor I[II/MPR/2000 Pasal 4 ayat (1)
menyebutkan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini,
maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat (2) menegaskan
Peraturan atau keputusah Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,
menteri, Bank Indonesia- badah.[lembaga, atau komisi yang setingkat vang
dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bértentangan dengan ketentuan yang
termuat dalam tata urutan perafuran perundang-undangan ini

Seiring  dengan—‘petkenibanganinya, lahirlah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan=Pasal'7 avat (1) tndang=tndang tersebliit'menegaskan bahwa
jenis dan hierarki peratusanperuttdang-tndangan adalah sebagai berikut:

1. Undang:Undang DasawNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang

Peraturan Pemerintah

(R

4, Peraturan Presiden

Peraturan Daerah.
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Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai

84 Akan tetapi undang-undang tersebut dinyatakan

dengan hierarkinya.
tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada
12 Agustus 2011. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Ketetapan MPR

dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan

yakni sebagai berikut:

I. Undang-Undang |Dasas Negara Republik Indonesia Tahun 1943

2. Ketetapan Majelis Pepmusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Rératutan CPemerintah Pengganti Undang-
Undang

4. Peraturan Pemerifitah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daérah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah-abipateniota.'®

Dalam penyusunan suatu peraturan/perundang-undangan terdapat
hierarki n6rma yang perlu” diikuti agar tidak saling berbenturan atau
tumpang-tindih sepertinérma-stiferior dan inferior. Analisis hukum, vang
menyingkap Karakier dinamis davi sisteni hornfatif dan fungsi norma dasar,
Juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu hukum

mengatur kreterianva sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan

'™ pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

'** Dijelaskan dalam Pasal 97 bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur

dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau
bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis PermusyawaratanRakyat, Keputusan
Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, KeputusanKetua
Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan,Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan,
Keputusan Kepalalembaga, atau Keputusan Ketua Komisi vang setingkat, Keputusan Pimpinan
DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan
Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desaatau yang setingkat.
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cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma
hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma
hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang
pertama. 166

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan
norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi
dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain
adalabh superior, sedafdgkams|norma vang dibuat adalah inferior. Tata
hukum. khususnya sebagai pérsonifikasi|negara bukan merupakan sistem
norma yang dikordinasikamisatitdercan lainnya, tetapi suatu hierarki dari
norma-norma yang memiliki Iével berbeda. Kesatuan norma ini disusun
oleh fakta bahwa pembuatan horma “ang lebih rendah, ditentukan oleh
norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma
lebih tinggi menjadi alasafrtitama validitas Keselunilfan tata hukum yang
membentuk kesatuan, '

Atas dasar [itu) kedudvkam=surawy edaran vang dijadikan dasar
sebagaimana di atas dulunya hanyalah merupakan peraturan saja meskipun
sekarang dibedakan dengan Perma. Peraturan yang resmi adalah Perma,
sedangkan surat edaran hanyalah surat edaran biasa yang biasa disebut

sebagai beleids-regel atau aturan kebijakan, bukan regeling atau peraturan.

Untuk itu yang diakui sebagai peraturan sekarang adalah Perma (Peraturan

'% Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, dalam Teori
Hans Kelsen Tentang Hukuwm, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI jakarta, 2000), him, 109.

%7 Ibid, him. 109



MA).'% Adapun sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya
mengacu pada asas lex posteriori derogal legi priori, vyaitu jika
diundangkan peraturan baru yang tidak mencabut peraturan lama yang
mengatur materi yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan
satu sama lain maka peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang
lama. Maka dalam hal ini, secara otomatis Undang-Undang: Nomor 3
Tahun 2006 akan melumpuhkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Xltenmati P Penveldsaian Sengketa.'®

Ketentuan ini Sesuai_déngan teori hukum Sruffenbanr Hans Kelsen
yaitu bahwa berlakunyz; sttt huktimZharus dapat dikembalikan kepada
hukum yang lebih tinggi kednddkannya|dimana berlakunya suatu norma
adalah berjenjang damberlapis-sesuai-dengan hierarkinva karena norma
yang satu berlaku atas dasar dan bersumber pada norma lainnya vang lebih
tinggi dahemikian Seterusnya sanipai’ padd” suatu™forma yang tertinggi
yang tidak dapat ditelusuri (geurddmorimdgar keadilan dapat tercipta.

Untuk [dapat menciptakan=keadilan gersebut, Gustav Radbruch
dalam teorinya menyebutkan tujuan hukum berdasarkan tiga nilai dasar

hukum ialah kepastian'’’, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya harus

'8 Jimly Asshiddigie, “Tanya Jawab Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung”,

dikutip dari http://www jimly.com/tanyajawab?page=375 pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014
jam 14.50 WIB,

'8 Farrial Husna, “Respons Bank Muamalat Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan Adanya
Perluasan Kewenangan PA Pada Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Malang)” , dikutip dari http:/lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/03210077.pdf pada
hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 jam 14.5]1 WIB.

"0 Kepastian hukum adatah kepastian undang-undang atau peraturan. segala macam cara,

metode dan sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan dan hanya bisa dijawab
secara normatif.
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menjadi satu-kesatuan sebagai dasar utama dalam mengambil suatu
putusan oleh hakim agar dapat terpenuhi rasa keadilan meskipun dalam
realita ketiganya saling berbenturan. Apabila terjadi konflik diantara nilai-
nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan asas utama atau skala
prioritas yaitu keadilan.

Untuk itu, bagaimanapun keadilan harus menjadi prioritas utama
dalam penegakan hukum karena hukum sesuai dengan ontologinya bahwa
hukum dibuat untuk pfenciptakan keteitiban berdasarkan peraturan yang
adil dimana hukum merupakanbalatcuntuk menegakkan keadilan dan
menciptakan kesejateraan Nsosials” Reehicr ist wille zur gerechtigkeit.
(Hukum ialah kehendak“demi nntuk keadilan).

Secara substansi; rdhy (dari|nilai keadilan bukan hanya seperangkat
peraturan atau undang-undang saja. Adanya pertentangan peraturan
perundang=indangan "yang satu dengan yang lainnya yang dijadikan
sebagai dasar hukum ‘disebabkdil peratiitan perundang-undangan tersebut
memiliki kelemahian/keKurahgahy vaituPergunic, Peraturan perundang-
undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan
masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan
waktu dan tatacara tertentu sementara mesyarakat berubah terus bahkan
mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan
perundang-undangan dengan masyarakat. Kedwa, peraturan perundang-

undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum
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atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut
kekosongan hukum.'”’

Indonesia sebagai negara yang menganut civil law system,
menyandarkan sistem hukumnya pada undang-undang sehingga hakim
merupakan pelaksana undang-undang, bukan sebagai penemu atau
pencipta hukum/undang-undang. Padahal ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan hakim dafi hakim/kenstiftgi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilaj chukufy “dan rasa keadilan vang hidup dalam
masyarakat sehingga tidak tegadikekosongan hukum.

Satjipto Rahardjo mengungkapKkan semangat dan makna lebih
mendalam dari undang-anddng ataiyliukum lebih utama daripada sekedar
hitam di atas putih. Penegakan hukum tidak hanya berdasarkan kecerdasan
intelektuaisaja, melainkamrdengan kecerdasan spiritdal. Konsep keadilan
dalam pemikiran hokuni [progresif ialah\bagaimana dapat menciptakan
keadilan vang subtantif,( bukam\keadilan=prosédur. Secara absolut hukum
tidak berada dalam dimensi undang-undang, melainkan hukum berada
dalam dimensi keadilan mutlak.

Konsep vang paling realistis dalam 1enangani persoalan

perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan

' Bagir Manan dan Kuntana Magnar, sebagaimana dikutip Turiman, dalam

http://wwiv.academia.edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo_Dala

m_Paradigma_Thawaf Sebuah_Komtemplasi_Bagaimana_Mewujudkan_Teori_Hukum_Yang M
embumi_Grounded_Theory_Meng-Indonesia_Oleh_Turiman. pada pada hari Ahad tanggal 24
Agustus 2014 jam 13.51 WIB.
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BASYARNAS adalah mengembalikan kemurnian hukum itu sendiri yaitu
terbebas dari berbagai anasir dan pengaruh-pengaruh yang dapat
mencederai nilai-nilai keadilan karena keadilan adalah ruh dari hukum
yang bertujuan menciptakan dan menegakkan keadilan. Maka dari itu,
kecerdasan intelektual saja seorang hakim tidak cukup digunakan
melainkan ditambah dengan kecerdasan spiritual. Dalam menegakkan
keadilan juga harus memperhatikan norma, nilai-nilai dan rasa keadilan
vang hidup di masyarakat dengan sebaiRsbaiknya.

Selain itu, Peradilan Afgama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk| mehyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan varfg eksistensinyatelah diatur dalam Pasal 24'7 Bab
[X' Undang-Undang Basar [Negard~Republik Indonesia Tahun 1945
Tentang Kekuasaan Kehakiman perlu ditegaskan kembali kompetensinya
sebagaimana “telah diatur=dalant Pdsal 49° Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 [Fahiin2006"Tentand Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun W89 Tentang ReradilaiAgafid\vang merupakan produk
hukum ekonomi syari'ah yang telah terbit dan berjalan (ius constitutum)

dan terhadap produk hukum yang dicita-citakan (ius constiruendum,.

" Pasal 24: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka unwk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan dipertukan kepastian hukum,

dalam hal ini tentang kompetensi Peradilan Agama, baik yang berkaitan dengan subjek hukum
maupun objek hukumnya.
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D. Politik Hukum BASYARNAS dalam Tata Hukum Nasional

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik
hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau
pengaruh  sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid
mendefinisikan rechipolitiek yaitu proses pembentukan ius contitutum
(hukum positif) dari fws contituendum (hukum yang akan dan harus
ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan
masyarakat. Politik hykumsterkadangjuga dikaitkan dengan kebijakan
publik (public policy) fang ahefiurut Thomas Dve vaitu: “wharever the
government choose to|do orgiottentio”. Politik hukum juga didefinisikan
sebagai pembangunan hitkum.! %

Hukum adalahhasil |tarikémenarik berbagai kekuatan politik vang
mengejawantah dalam produk hukum. Dalam hal ini Satjipto Raharjo
menyatakan, “bahwa “hukdf " adalalf” instrufnentasT™ dari putusan atau
keinginan politik, Sehingga-petmbuatafl \undang-undang sarat dengan
kepentingan-Kepeatingan|terfentu) darr deéngan demikian medan pembuatan
undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-
kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan
konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-

undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan

' Sri Wahyuni, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi
Hukum [slam Di Indenesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif
Politik Hukum)", dikutip dari
hutp://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20H UK UM%201SLAM/KONFIGURASI%20politi
k%20dan%20legislasi.pdf. pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 09.58 WIB.



sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu
yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu.
Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat
undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam
pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh
golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial,
politik maupun ekonomi.'”

Dalam perkembandannya/\Mhuktm dapat berubah karena ‘wrf

sebagaimana kaidah Ushul Figh yaigu:

-~ £
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Artinya: Perubahan hufsm=karena—perbahan waktu, tempat, keadaan,
individu, dan perubahan lingkungan. '™

Berbagan stidy’ tentang-chtbuigan blkum=dan pembangunan
ekonomi menunjukkhd Baliwa pefbangunan ekonomi tidak akan berhasil
tanpa pembaharuan hukum. Memperkuat, institusi-institusi hukum adalah
precondition for economic change, crucial to the viability of new political
system, dan an agent of social change. Agar hukum dapat berperan dalam

pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus

memenuhi lima kualitas, vyaitu: kepastian (predictabilify), stabilitas

'™ Jazuni, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi Hukum
Islam Di Indonesia {Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik
Hukum)", dikutip dari
http://badilag.net/data/ ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politi
k%20dan%20legislasi.pdf. pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 10.12 WIB

' Daly Peunoh dan Quraisy Syihab, Ushul Figh Kaidah-Kaidah Istinbath dan [jtihad,
Cet. 2 (Jakarta: Departemen Agama,1986). hlm.



(stability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan kemampuan
SDM di bidang hukum (special abilities of the lawyer),'’®

Politik hukum ekonomi syari'ah terbagi ke dalam dua sifat yaitu
secara fus constitutum adalah produk hukum ekonomi syari'ah yang telah
terbit dan berjalan, dan ius constituendum terhadap produk hukum yang
dicita-citakan. Politik hukum ekonomi syari'ah meliputi beberapa produk
hukum (ius constitutum) dengan telah terbitnya beberapa produknya
berupa undang-undang/dan pedoman laipnya sebagai panduan yang akan
menentukan arah perkembafigam,hukum ekonomi syari'ah vang akan
dibangun. Maka berkaitan\dengan®ius” donstiturum. politik hukum yang
berkaitan dengan pendgakan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa
(dispute) ekonomi syari'ah/ [telah ||ditindangkan dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentahg Peradilah Agamia dan Undang=Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan: $yari’ ah!

Oleh karema ity danyaNurmdang-tmdafigh yang mengatur tentang
ekonomi syari’ah menurut teori kontrak sosial adalah merupakan bagian
dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga
negara pencari keadilan. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari

tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan

' Mashudi, “Kapitalisme Runtuh Ekonomi Syariah Berkah (Napaktilas Constitutum
Menuju Constitvendum)”, dikutip dari http://febi.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/4 -
MASHUDI-85-104.pdf pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 12.33 WIB



bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. [tu berarti, muatan hukum yang
berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh
dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga
sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan
politik di masa depan.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup
menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya
sebagai hukum keluarga. IDalain\ bidang muamalah (ekonomi syari’ah)
misalnya, hukum perbankagddanperdagangan dapat diisi dengan konsep
hukum Islam. Terlebih kegtatanadi"bidang ekonomi syari’ah di Indonesia
dalam perkembangannya telah/mengalami pertumbuhan vang signifikan,
namun banyak menyisakall/ pemmasalahan karena belum terakomodir
secara baik dalam regulasi formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan
Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan
tersebut. Hal ini wajafj=mengingat beluth adanya hukum subtansial dalam
bentuk peraturan©perundang-undangan.yang mepngatur kegiatan ekonomi
syari’ah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektit mengakui pluralitas
hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum
agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar
karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa
bidang kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika terhadap

subyek hukum I[slam yang melakukan kegiatan dibidang muamalah-



diperlakukan hukum ekonomi syari'ah.'”” Untuk memenuhi kebutuhan
hukum terhadap bidang-bidang vang tidak dapat diunifikasi, negara
dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat
mengakui atau mempertahankan hukum vang hidup dalam masyarakat,
sekalipun itu bukan produk hukum negara. seperti hukum adat vang
merupakan warisan nenek moyang. hukum Islam yang bersumber dari

ajaran agama dan hukum Barat yang merupakan peninggalan kolonialis.'™
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BAB V]

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data dan hasil analisa dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

I. Telah terjadi reduksi terhadap peran Peradilan Agama dalam
penyelesaian sefigkéfalmelalui aibitrase yaitu kewenangan untuk
melaksanakan patusafl BASYARNAS dimana peran tersebut telah
diambil alih |oleh"WPengadildn| Negeri khususnya terhadap

pembatalan putti$an BASYARNAS.

I

Dasar hukum "Pengaditén ) ‘Negeri menerima dan memeriksa
permohonan  pembatalan, putusan_BASYARNAS sebagaimana
diatas tidak tepat dan bertentangan dengan teori pembentukan
hukum sebagaifna=ditegaskan“dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor/12_Tahun, 2011 «t€htage=\Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan pada 12 Agustus 2011. Karena sistem
perundang-undangan Indonesia salah satunya mengacu pada asas
lex posteriori derogat legi priori. Maka dalam hal ini, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 72 ayat (2) tidak berlaku
lagi setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

3. Untuk mengatasi perbedaan dasar hukum tersebut, nilai kemurnian



hukum harus dikembalikan pada hukum itu sendiri yaitu terbebas
dari berbagai anasir dan pengaruh-pengarub/kepentingan yang
dapat menghilangkan substansi nilai-nilai keadilan dengan
memperhatikan  nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di
masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan teori kontrak sosial, Negara harus memberikan
perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Adanya undang-
undang yvang m¢ngattiinfagalah ekonomi syari’ah merupakan suatu

keniscayaan.

B. Saran dan Rekomendasi

1.

Perlu langkah Konstitusiohal/berupa uji materiil terhadap Pasal 71
Repubjik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbirase dan Alternatift Penyelesaian Sengketa (APS),
Pasal 55 ayat” (2yUndaifg-Undang ‘Republik Indonesia Nomor 21
Tahun | 2008 Tentang |Perbankan_"Syafiah beserta penjelasannya
yang bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undéang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga
harus dicabut. Kemudian menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 49

"

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006



Qo]

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sehingga harus dicabut dan/ diganti
dengan menambahkan Pasal 59 dengan ayat (4) yang
memerintahkan penyelesaian sengketa arbitrase syari’ah harus
diselesaikan di Peradilan Agama. Selain itu penjelasan Pasal 59
ayat (1) juga perlu dihapus atau putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

Perlu dukungan/dan inter¥ensi negara dalam pembentukan undang-
undang yang | mengatur pmasalah ekonomi syari’ah karena
berhubungan detigan k&ertiban (imum dalam pelaksanaannya.

Penvusun menyadari betul tulisan ini jauh dari kesempurnan,
untuk itu perlu’dilakykan; penelitian lebih lanjut terhadap produk
hukum ekonomi syvan'ah.yang.telah terbit dap.sedang berjalan (ius
constitutim) dan terhadap produk hukum yang dicita-citakan (ius
constituendunt) —agatr—Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagal payungiukum penegakanhukimmekonomi syari’ah dapat
berjalan dengan baik dan mencapai substansi keadilan yang

diharapkan.
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